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ABSTRAK 

 

Dana pokok-pokok pikiran (Pokir) hadir sebagai implementasi dua fungsi DPRD 

yaitu fungsi representasi dan fungsi penganggaran, dengan tujuan untuk menjalankan 

pembangunan yang tidak ditampung oleh pemerintah daerah, pada pendistribusiannya dana 

pokir digunakan oleh anggota DPRD untuk memobilisasi dukungan suara, ini menjadikan 

distribusi dana pokir tidak tepat sasaran dan pendistribusiaanya lebih memprioritaskan 

wilayah basis dukungan suara daripada prioritas kebutuhan wilayah, akibatnya memunculkan 

politik patronase dan klientelisme. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banjarnegara 

dengan alasan 60% anggota DPRD yang terpilih pada pemilu 2024 adalah petahana serta 

pada pendistribusian dana pokir Kabupaten Banjarnegara 2024 terjadi beberapa kesalahan 

yang mengakibatkan dana pokir yang diterima kelompok masyarakat tidak sesui jumlah 

besaran dana pokirnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pola 

pendistribusian dana pokir di Kabupaten Banjarnegara serta untuk mengetahui bagaimana 

dampak dana pokir dalam berkontribusi pada kemenangan petahana DPRD di kabupaten 

banjarnegara pada pemilu 2024. 

 Analisa penelitian ini menggunakan teori distributive politic. Teori ini dugunakan 

untuk menganalisa bagaimana pola pendistribusian dana pokir di Kabupaten Banjarnegara 

serta untuk menganalisa bagaimana dampak dana pokir dalam berkontribusi pada 

kemenangan petahana DPRD di kabupaten banjarnegara pada pemilu 2024. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus, guna mendeskripsikan 

serta menganalisa secara mendalam bagaimana pola pendistribusian dana pokir di Kabupaten 

Banjarnegara serta bagaimana dampak dana pokir dalam berkontribusi pada kemenangan 

petahana DPRD di kabupaten banjarnegara pada pemilu 2024 

 Hasil studi ini diringkas menjadi dua poin penting yaitu. Pertama dana pokir di 

Kabupaten Banjarnegara didistribusikan dalam dua model, yaitu model distribusi programatik 

dan model distribusi non-programatik, pada distribusi programatik ditemukan pola pork 

barrel dan politik klientelisime, anggota DPRD petahana pada strategi dana pokir membagi 

wilayah Kabupaten Banjarnegara menjadi tiga, yaitu wilayah ekonomi kelas atas (wilayah 

kota. Wilayah ekonomi kelas menengah (wilayah desa) dan wilayah ekonomi kelas bawah 

(wilayah desa), wilayah ekonomi kelas menengah kebawah dalam hal ini wilayah desa, 

adalah wilayah prioritas penggunaan dana pokir sebagai strategi untuk mendapatkan 
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dukungan suara. Kedua dana pokir memberikan kontribusi besar terhadap kemenangan suara 

dan keterpilihan kembali petahana, terutama petahana yang berasal dari wilayah desa, 

penyebabnya adalah karena strategi dana pokir lebih efektif diterapkan di wilayah desa 

dibanding wilayah kota di Kabupaten Banjarnegara, Penelitian ini juga menemukan bahwab 

dana pokir memberikan keuntungan petahana dalam pembentukan tim sukses pada momen 

pemilu. 

 

Kata Kunci: Politik Distributif, Dana Pokir, DPRD 
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ABSTRACT 

 

The main ideas fund (Pokir) is present as an implementation of two DPRD functions, 

namely the representation function and the budgeting function, with the aim of carrying out 

development that is not accommodated by the local government, in the distribution of pokir 

funds used by DPRD members to mobilize vote support, this makes the distribution of pokir 

funds not on target and its distribution prioritizes vote support base areas rather than 

prioritizing regional needs, as a result giving rise to patronage politics and clientelism. This 

research was conducted in Banjarnegara Regency on the grounds that 60% of DPRD 

members elected in the 2024 elections were incumbents and in the distribution of the 2024 

Banjarnegara Regency pokir funds there were several errors that resulted in pokir funds 

received by community groups not in accordance with the amount of pokir funds. This 

research was conducted to find out how the distribution pattern of the pokir funds in 

Banjarnegara Regency and to find out how the impact of the pokir funds contributed to the 

victory of the incumbent DPRD in Banjarnegara Regency in the 2024 elections. 

 This research analysis uses the theory of distributive politics. This theory is used to 

analyze how the pattern of distribution of pokir funds in Banjarnegara Regency and to 

analyze how the impact of pokir funds in contributing to the victory of the incumbent DPRD 

in Banjarnegara Regency in the 2024 elections. This research uses a qualitative method with 

a case study approach, in order to describe and analyze in depth how the distribution pattern 

of the pokir funds in Banjarnegara Regency and how the impact of the pokir funds 

contributed to the victory of the incumbent DPRD in Banjarnegara Regency in the 2024 

elections. 

 The results of this study are summarized into two important points, namely. First, the 

pokir funds in Banjarnegara Regency are distributed in two models, namely the 

programmatic distribution model and the non-programmatic distribution model, in the 

programmatic distribution, pork barrel patterns and clientelist politics are found, incumbent 

DPRD members in the pokir fund strategy divide the Banjarnegara Regency into three areas, 

namely the upper-class economic area (city area). The middle class economic area (village 

area) and the lower class economic area (village area), the lower middle class economic area 

in this case the village area, is a priority area for the use of pokir funds as a strategy to gain 

vote support. Second, Pokir funds made a major contribution to the victory of votes and the 



 
 

xii 
 

re-election of incumbents, especially incumbents who came from village areas, the cause was 

because the Pokir fund strategy was more effectively implemented in village areas than in 

urban areas in Banjarnegara Regency, This study also found that Pokir funds gave 

incumbents an advantage in the formation of a success team at the moment of the election. 

 

Keywords: Distributive Politics, Pokir Fund, DPRD 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat 

yang berkedudukan di daerah kabupaten/kota, DPRD memiliki beberapa fungsi, salah 

satunya adalah fungsi representasi yaitu kewajiban anggota DPRD untuk menyerap, 

menampung dan menindaklanjuti aspirasi atau pengaduan dari masyarakat yang didapat 

melalui kegiatan reses di daerah konstituen, serta bertanggung jawab baik secara moral 

maupun politis kepada konstituen mereka (Marasabessy 2022). Dalam rangka menguatkan 

fungsi representasi anggota DPRD di Indonesia, maka sejumlah pemerintah daerah 

mengadopsi dana pokokpokok pikiran atau disingkat dengan pokir (sebelumnya di kenal 

dengan istilah dana aspirasi). Dana pokir adalah dana yang diberikan kepada anggota dewan 

untuk didistribusikan kepada konstituen mereka guna menjalankan pembangunan yang tidak 

ditampung oleh pemerintah daerah, pendistribusian dana pokir yang diamanatkan kepada 

anggota dewan didasarkan pada kepentingan publik atau berdasar kepada kebutuhan serta 

keinginan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah 

konstituen, bukan pendistribusian yang berdasar kepada kepentingan individu atau kelompok 

serta kepentingan partisan, loyalitas maupun klientelistik (Mahsun 2015).  

 Dana pokir hadir sebagai bentuk implementasi dari dua fungsi DPRD, yaitu fungsi 

penganggaran dan fungsi representasi, sebagaimana diterangkan dalam Undang-undang No. 

23 Tahun 2014, DPRD mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran 

serta fungsi pengawasan, sedangkan dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 (UU MD3), 

DPRD mempunyai fungsi lain selain tiga fungsi diatas yaitu fungsi representasi. Tugas 

DPRD dalam melakukan penyerapan dan penampungan aspirasi, serta menyampaikan usulan 

konstituen yang didapat saat reses agar dituangkan ke dalam RAPBD berupa dana pokir 

merupakan implementasi dari fungsi representasi dan penganggaran (Wibowo 2020). Tujuan 

dari dana pokir antara lain adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di 

daerah konstituen, sekaligus untuk pemerataan dan juga percepatan pembangunan, salah satu 

penyalurannya adalah untuk program pembangunan di daerah pedesaan ataupun kelurahan, 

dan berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat di tiap-tiap masing daerah 

konstituen (Marasabessy 2022). Dana pokir ditunjukan untuk mendorong pembangunan di 
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masing-masing daerah pemilihan, dengan kriteria program pembanguan adalah kegiatan fisik, 

pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana, hasil program berhubungan langsung 

dengan pelayanan kepada konstituen dan penganggaran dilakukan dengan dana pokir. 

Kegiatan fisik itu sendiri dapat ditunjukan kepada kelompok masyarakat desa atau kelurahan, 

lembaga pendidikan maupun lembaga adat serta lembaga sosial yang lain (Susanto 2017). 

Berdasarkan penjelasan tersebut, jelas bahwa distribusi dana pokir bertujuan untuk 

memberikan manfaat kepada konstituen dengan pendistribusian atas dasar kepentingan dan 

kebutuhan masyarakat di setiap daerah pemilihan atau berdasar kepentingan publik, adapun 

manfaat dana pokir itu sendiri antara lain, terselenggaranya pembangunan di setiap desa 

atapun kelurahan, dimana dengan adanya pembangunan tersebut, dirasakan langsung 

manfaatnya oleh masyarakat, seperti contoh penyediaan air bersih, pembangunan gedung 

sarana olahraga, pembangunan puskesmas, pembangunan masjid dan lain sebagainya 

(Susanto 2017). Kepentingan dan kebutuhan konstituen, yang menjadi dasar pertimbangan 

kewilayah masyarakat mana dana pokir akan didistribusikan, adalah bagian penting dari 

pendistribusian dana pokir, dengan ini maka dana pokir akan tersalurkan tepat sasaran dan 

berdampak pada menigkatnya kesejahteraan konstituen, kepentingan publik sendiri 

dihasilkan dari identifikasi masalah yang didapat anggota DPRD saat masa reses  (Mahsun 

2015). 

 Tujuan dan manfaat serta kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang menjadi dasar 

dalam pendistribusian dana pokir, telah menarik sejumlah sarjana untuk melakukan 

penelitian. Berbagai kajian tersebut umumnya membahas tentang tentang keuntungan 

electoral dalam keterpilihan kembali petahana pada pemilu (Mahsun, 2015; Saragintan dan 

Hidayat, 2017; Sari, 2021;  Anggoro, 2019; Haliza, Fendri, Andora, Khairani dan Rosari, 

2023; Susanto, 2017). Penelitian ini menemukan pola pork barrel bahwa dana pokir 

cenderung disalahgunakan oleh anggota DPRD untuk memobilisasi dukungan suara pada 

momen pileg, dengan modus dari anggota DPRD untuk mendapatkan dukungan suara, adalah 

dengan cara mendistribusikan dana pokir ke wilayah dan kelompok sosial masyarakat 

tertentu yang menjadi basis dukungan suara. Selain itu pendistribusian dana pokir yang 

seharusnya berdasar kebutuhan dan kepentingan konstituen, namun pada faktanya banyak 

ditemukan penyalahgunaan dana pokir untuk kepentingan pribadi anggota DPRD untuk 

mendapatkan dukungan suara. Sedangkan penelitian yang lain mengkaji pork barrel pada 

hubungan patronase dan klientelisme. (lihat Yanto, 2022; Hilmawan 2022; lihat Alfaz dan 

Suswanta, 2021; Wahyudi, 2018).  Studi ini menemukan bahwa patronase dan klientelisme 
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yang terjalin, menargetkan kelompok sosial masyarakat tertentu yang dianggap berpengaruh, 

pihak yang terlibat sebagai broker masih memiliki kedekatan hubungan sosial dengan 

incumbent, studi ini juga menemukan bahwa pork barrel tidak hanya dilakukan oleh petahana 

DPRD tetapi juga dilakukan oleh petahana kepala daerah menjelang kontestasi pilkada. 

Penelitian diatas menurut penulis belum melakukan kajian secara mendalam terutama 

mengenali pork barrel dalam distribusi dana pokir anggota DPRD serta kontribusinya dalam 

kemenangan petahana DPRD pada pemilu di Indonesia. Penelitan terdahulu mayoritas adalah 

penelitian lama dan beberapa sudah dilakukan lebih dari lima tahun. Penulis ingin 

melengkapi penelitian-penelitian tentang pork barrel pada distribusi dana pokir DPRD di 

Indonesia serta melengkapi keterbaharuannya. Pada momen pemilu 2024 terutama di daerah 

Jawa Tengah, beberapa hasil pemilu DPRD di beberapa Kabupaten/Kota di dominasi oleh 

petahana, seperti, Kabupaten Purbalingga 64% di dominasi oleh petahana, dengan jumlah 

petahana adalah 32 kursi dari total anggota DPRD 50 kursi (ada penambahan 5 kursi di 

pemilu 2024 yang sebelumnya hanya 45 kursi pada pemilu 2019), Kabupaten Banyumas 72% 

di dominasi oleh petahana, dengan jumlah petahana adalah 36 kursi dari total anggota DPRD 

50 kursi, Kabupaten Batang 75,5% di dominasi oleh petahana, dengan jumlah petahana 

adalah 34 kursi dari total anggota DPRD 45 kursi, Kabupaten Brebes 60% di dominasi oleh 

petahana, dengan jumlah petahana adalah 30 kursi dari total anggota DPRD 50 kursi, 

Kabupaten Kebumen 52% di dominasi oleh petahana, dengan jumlah petahana adalah 26 

kursi dari total anggota DPRD 50 kursi, Kabupaten Rembang 57,7% di dominasi oleh 

petahana, dengan jumlah petahana adalah 26 kursi dari total anggota DPRD 45 kursi dan 

Kabupaten Banjarnegara 60% didominasi oleh petahana, dengan jumlah petahana sebanyak 

30 kursi, dari total kursi anggota DPRD yaitu 50 kursi.  

Studi penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Banjarnegara, peneliti mempunyai 

dua alasan yang menjadi faktor peneliti memilih Kabupaten Banjarnegara sebagai lokasi 

penelitian yaitu: Alasan Pertama, adalah karena sebanyak 50 anggota DPRD Banjarnegara 

yang terpilih di pemilu 2024, diantaranya 60% di dominasi oleh petahana yang terpilih di 

pemilu 2019 dan 40% adalah pendatang baru. Perolehan kursi terbanyak didominasi oleh 

PDI-P. Sebagian besar kandidat petahana yang terpilih mengalami kenaikan suara, dengan 

jumlah yang mengalami kenaikan suara adalah 23 petahana terpilih, kenaikan jumlah 

suarannya variatif dari ratusan hingga ribuan, yang tertinggi mengalami kenaikan hingga 

7000 lebih suara (KPU Banjarnegara 2024) dengan rata-rata kenaikan suara petahana adalah 

2.033 suara. Dari data tersebut peneliti ingin melihat bagaimana dana pokir berkontribusi 
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pada kemenangan petahana dipemilu DPRD Kabupaten Banjarnegara 2024 serta bagaimana 

proses pendistribusianya. 

Di Kabupaten Banjarnegra. Besaran dana pokok-pokok pikir untuk setiap anggota 

DPRD adalah Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar dan untuk ketua DPRD adalah Rp 1 miliar 

sampai Rp 1,5 miliar (DPRD Banjarnegara 2024). Besarnya anggaran dana pokir 

memunculkan kemungkinan kandidat petahana untuk menggunakan dana pokir sebagai alat 

memobilisasi pemilih demi mendapatkan dukungan suara menjelang pemilu, persaingan yang 

ketat serta tuntutan kandidat untuk mengalahkan lawan-lawannya yang berasal dari partai 

yang sama maupaun partai yang berbeda, ini menjadikan para kandidat harus membangun 

strategi yang tepat dalam memobilisasi dukungan suara pribadi mereka, tindakan seperti ini 

bertentangan dengan etika demokrasi serta menyebabkan patronase dan klientelisme politik, 

sehingga mempersempit ruang kompetisi dan menjadikan distribusi dana pokir tidak tepat 

sasaran (Mahsun 2014).  

Alasan Kedua, adalah dikarenakan di Kabupaten Banjarnegara pada pemilu tahun 

2024 terjadi beberapa permasalahan pada pendistribusian dana pokir, seperti yang terjadi 

disebuah desa yang masuk kedalalam Wilayah Daerah Pemilihan 1, dimana nominal uang 

dana pokir yang disalurkan kekelompok masyarakat tidak sesuai besaran jumlahnya, dengan 

besaran nominal jumlah uang dana pokir yang disalurkan dari Dinas terkait, di Desa Beji ada 

kelompok masyarakat yang hanya menerima besaran dana 65%, sedangkan dana pokir yang 

35% masyarakat tidak mengetahui kemana penggunaan dana itu, di beberapa kelompok 

lainya di Wilayah Daerah Pemilihan 1,  di wilayah desa yang lain, juga terjadi kejanggalan, 

yaitu munculnya broker tidak bertanggung jawab yang meminta bagian jatah dana pokir pada 

saat dana tersebut sudah cair. Ini menjadi indikasi adanya kepentingan-kepentingan politik 

lain yang menunggangi pendistribusian dana pokir. Pada pendistribusian dana pokir juga 

terjadi femonemana menarik, dimana tokoh masyarakat mengarahkan warga untuk memilih 

calon yang mendistribusikan dana pokir di desa tersebut dan adakalannya ketika mayoritas 

masyarakat mendukung calon yang diarahkan tokoh masyarakat, maka warga yang berbeda 

pilihan akan dikucilkan secara sosial. 

Pemaparan diatas tentang alasan penelitian serta masalah-masalah yang terjadi pada 

pendistribusian dana pokir di Kabupaten Banjarnegara dan adanya kepentingan-kepentingan 

politik lain, salah satunya untuk mobilisasi pemilih. Ini menjadi masalah yang serius dalam 

proses pendistribusian dana pokir, yang berakibat distribusi tidak tepat sasaran serta 
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adakalanya menjadi peluang disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab, jika 

masalah ini tidak terpecahkan maka akan menjadikan tujuan adanya dana pokir untuk 

mensejahterakan ekonomi masyarakat serta mepercepat pembangunan wilayah daerah 

kabupaten/kota tidak tercapai dan program dana pokir tidak akan berjalan efektif. Penelitian 

ini memiliki tujuan penting, yaitu untuk mendalami masalah pada pendistribusian dana pokir 

serta melihat kontribusinya pada kemenangan petahana. 

Meskipun penelitian tentang dana pokir pada keuntungan electoral dalam keterpilihan 

kembali petahana di pemilu telah banyak dilakukan, akan tetapi penelitian terdahulu belum 

melihat dari segi kontribusinya terhadap kenaikan suara petahana, serta belum membahas 

secara mendalam strategi pola pendistribusiaanya dan juga penelitian terdahulu sudah lama, 

tentu ini menjadi perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yang berdasar pada 

masalah yang terjadi di era sekarang, seperti halnya masalah yang telah dipaparkan pada 

alasan penelitian diatas. Studi di Kabupaten Banjarnegara akan difokuskan pada dua kajian: 

Pertama, bagaimana pola pendistribusian dana pokir di Kabupaten Banjarnegara. Kedua, 

bagaimana dana pokir di Kabupaten Banjarnegara berkontribusi pada kemenangan petahana 

DPRD pada pemilu 2024. 

Studi ini penting dilakukan dengan dua argument manfaat yaitu, secara teoritis studi 

ini akan menjadi bahan pemikiran dalam diskusi tentang dana pokir DPRD di Indonesia. 

Dilihat secara praktis studi ini bisa dijadikan referensi bagi pemangku kebijakan dan 

masyarakat untuk melihat seberapa efektif pendistribusian dana pokir di Kabupaten 

Banjarnegara. Proses pendistribusian dana pokir DPRD perlu dilakukan penelitian kembali, 

apakah dana pokir berkontribusi pada kemenangan petahana. Oleh karenanya peneliti ingin 

melihat bagaimana proses pendistribusiannya. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas dalam latar belakang, maka rumusan penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola pendistribusian dana pokir di Kabupaten Banjarnegara? 

2. Bagaimana dampak dana pokir dalam berkontribusi pada kemenganan petahana 

DPRD di Kabupaten Banjarnegara pada pemilu 2024? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana pola pendistribusian dana pokir di Kabupaten 

Banjarnegara. 

2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dana pokir dalam berkontribusi pada 

kemenganan petahana DPRD di Kabupaten Banjarnegara pada pemilu 2024? 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan masukan 

kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terhadap pemetaan pendistribusian dana 

pokir  oleh DPRD. 

b. Hasil penelitan ini diharapkan dapat menjadi gambaran terutama untuk masyarakat 

Banjarnegara tentang pork barrel pada pendistribusian dana pokir DPRD Kabupaten 

Banjarnegara. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta bahan penelitian bagi 

peneliti-peneliti selanjutnya untuk memahami pork barrel pada pola distribusi dana 

pokir DPRD. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman tentang 

pork barrel pada pola distribusi dana pokir anggota DPRD Kabupaten 

Banjarnegara. 

b. Manfaat bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran sekaligus sebagai referensi dan perbandingan peneliti lain. 
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c. Manfaat bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

sumber informasi warga Kabupaten Banjarnegara mengenai pork barrel pada pola 

distribusi dana pokir anggota DPRD kabupaten Banjarnegara. 

 

E. Kajian Pustaka 

Studi tentang politik gentong babi atau pork barrel lazimnya dilakukan di negara 

seperti Amerika, Filipina dan beberapa negara di eropa lebih banyak, mengingat di negara-

negara tersebut memiliki kebijakan atau program yang serupa dengan dana pokir yang ada di 

Indonesia. Di Indonesia sendiri masih sedikit studi yang membahas pork barrel terutama 

pada dana pokir DPRD, studi terdahulu yang dilakukan itupun sudah lama, studi yang terbaru 

belum ada, studi yang dilakukan para peneliti terdahulu umumnya membahasa pork barrel 

dari segi keuntungan electoral dalam keterpilihan kembali petahana pada pemilu yang dilihat 

dari cara pendistribusiaanya berdasarkan kewilayahan dan hubungan sosial kepada 

masyarakat tertentu, sedangkan studi yang lain membahas pork barrel pada hubungan 

patronase dan klientelisme. 

Studi-studi terdahulu setidaknya dikelompokan menjadi dua tema penelitian, yaitu 

pork barrel dari segi keuntungan electoral dalam keterpilihan kembali petahana pada pemilu 

dan hubungan patronase dan klientelisme pada pork barrel. Peneliti mencoba melihat pola 

pada penelitian terdahulu serta menganalisanya untuk mencari keterbaharuan pada penelitian 

yang akan dilakukan. Kajian pustaka pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pork Barrel dari Segi Keuntungan Electoral dalam Keterpilihan Kembali Petahana 

Pada Pemilu 

Penelitian tentang keuntungan electoral dalam keterpilihan kembali petahana ini 

bersumber dari beberapa studi dengan topik yang sama, seperti penelitian yang dilakukan 

oleh (Mahsun, 2015; Saragintan dan Hidayat, 2017; Sari, 2021; Pratama, 2017; Haliza, dkk., 

2023; Susanto, 2017), studi terdahulu tersebut membahas pork barrel pada dana pokir dari 

segi keuntungan electoral dalam keterpilihan kembali petahana pada pemilu. Seperti yang 

dilakukan oleh Mahsun (2015) dengan hasil penelitiannya bahwa distribusi dana pokir 

mempunyai kontribusi pada keterpilihan kembali petahana DPRD, dengan pendistribusian 

dana pokir berdasar pada daerah yang menjadi basis dukungan petahana serta kepada 

kelompok sosial tertentu yang memiliki hubungan kedekatan sosial dengan petahana. 

Kemudian studi Saragintan dan Hidayat (2017) dengan hasil penelitiannya yang menjelaskan 
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bahwa pendistribusian dana pokir didistribusikan kepada kelompok sosial tertentu oleh 

petahana, dengan tujuan memobilisasi dukungan suara.  

Studi pork barrel dengan pendistribusian berdasarkan kelompok sosial tertentu juga 

dilakukan oleh Sari (2021) yang mejelaskan bahwa pendistribusian pada pola pork barrel 

menargetkan kelompok masyarakat tertentu, yang sudah mengalami modenrnisasi sehingga 

menyebabkan pengelompokan masyarakat berdasarkan pekerjaan. Ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2017) yang menjelaskan bahwa pola pork barrel 

disasarkan pendistribusiannya kepada kelompok sosial masyarakat tertentu, dalam hal ini 

adalah kelompok masyarakat dengan ekomomi menengah keatas dan juga berpendidikan, 

kelompok ini seperti akademisi, pengusaha dan sejenisnya. Penelitian lain dilakukan oleh 

Haliza, dkk., (2023) dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa pendistribusian dana 

pokir oleh DPRD banyak yang menyimpang, dengan pendistribusian cenderung kepada 

wilayah, yang menjadi basis dukungan suara anggota DPRD saat pemilu. Kajian yang 

membahas tentang pork barrel dengan pendistribusian berdasarkan kelompok masyarakat 

tetrtentu juga dilakukan oleh Alfaz dan Suswanta (2021) dengan hasil penelitian yang 

menemukan dana pokir didistribusikan kepada kelompok masyarakat tertentu seperti 

kelompok agama dana juga pemerintah desa. Serta ditemukan pork barrel mempunyai 

pengaruh besar dalam meningkatnya pastisipasi pemilih saat pileg. 

Studi yang pertama dilakukan oleh Mahsun (2015) dengan judul Kota Palembang, 

Sumatera Selatan: Dana Aspirasi dan Politik Klientelisme yang diterbitkan oleh Penerbit 

PolGov: Penerbit Buku-Buku Politik dan Pemerintahan. Penelitian ini berfokus pada pork 

barrel dan hubungan klientelisme yang terjalin di dalamnya. Studi ini menjelaskan 

bagaimana petahana pada pileg menggunakan dana pokir sebagai instrument untuk 

memobilisasi dukungan suara di daerah konstituen. Temuan pada penelitian yaitu ditemukan 

ada dua jenis politisasi dana pokir menjelang kampanya, yang pertama adalah pendistribusian 

dana pokir didasarkan pada kelompok-kelompok masyarakat yang masih mempunyai 

hubungan sosial dengan kandidat calon, seperti ikatan suku dan agama, temuan kedua pada 

penelitian ini adalah pendistribusian dana pokir yang berdasar target wilayah, pada kasus ini 

kandidat calon dari petahana mendistribusikan dana pokir ke daerah-daerah wilayah yang di 

dalamnya merupakan basis pendukung kandidat itu sendiri . 

Penelitian diatas juga membahas dalam segi patronase dan klientelisme bagaimana 

caleg petahana melihat dana pokir sebagai sumber patronase untuk memobilisasi dukungan 
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suara. Klientelisme yang terjalin sendiri adalah terlibatnya broker dan tim sukses, dalam 

pendistribusian dana pokir serta mengarahkan masyarakat untuk memilih calon dari petahana 

tersebut. Penelitian yang dilakukan Mahsun (2015) juga menjelaskan bahwa pendistribusian 

dana pokir dilakukan dengan cara menyimpang dan tidak sesuai dengan tujuan dana pokir itu 

sendiri, calon dari petahana menggunakan dana pokir untuk sumber patronase, yang 

kemudian dana pokir dijadikan proyek pork barrel, disinilah kemudian hubungan 

klientelisme terjalin dengan pimpinan tokoh masyarakat serta masyarakat yang memberikan 

dukungannya. Peneliti juga membahas bahwa penggunaan dana pokir untuk proyek pork 

barrel, tidak menjamin kemenangan bagi petahana untuk terpilih kembali pada kontestasi 

pileg. 

Studi kedua dilakukan oleh Saragintan dan Hidayat (2017) dengan judul Politik Pork 

Barrel di Indonesia: Kasus Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Banten tahun 2011 yang 

diterbitkan oleh Jurnal Politik. Penelitian ini berfokus pada pola distribusi pork barrel dari 

segi pendistribusian yang berdasar hubungan sosial dan kewilayahan, pada kasus pork barrel 

di Provinsi Banten tahun 2011. Studi ini menjelaskan karakter pork barrel yang terjadi di 

Provinsi Banten menargekan kelompok-kelompok sosial yang berbasis agama. Temuan 

dalam penelitian ini adalah kelompok-kelompok basis agama yang menjadi targer merupakan 

kelompok yang mempunyai pengaruh sosial dan mempunyai kedudukan penting di kalangan 

masyarakat, kelompok-kelompok basis agama ini mempunyai kekuatan politik yang dapat 

mempengaruhi pilihan masyarakat secara luas, penelitian ini juga menemukan incumbent 

sering melakukan kunjungan kepada kelompok-kelompok agama dan tempat-tempat ibadah, 

ini adalah cara yang dilakukan incumbent untuk mempengaruhi kelompok-kelompok agama 

tersebut. 

Distribusi dana hibah dan bansos sangat cenderung untuk digunakan untuk proyek 

pork barrel, salah satu tujuannya adalah untuk menjalin hubungan kedekatan dengan 

kelompok masyarakat yang belum memiliki hubungan kedekatan dengan calon dari petahana. 

Penulis menjelaskan bahwa pork barrel tidak hanya dilakukan oleh legislatif atau DPRD 

tetapi terkadang juga dilakukan oleh eksekutif atau gubernur provinsi pada pilkada. 

Studi ketiga dilakukan oleh Sari (2021) dengan judul Politik Elektoral: Pemenangan 

Calon Legislatif Perempuan pada Pemilu (Studi Pemilu Legislatif Jawa Timur 2019). Fokus 

dari penelitian ini adalah strategi politik yang dilihat dari pengelompokan pemilih, kampanye 

kandidat serta lingkup jangkauan pemilih oleh kandidat dari petahana. Peneliti menjelaskan 
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bahwa terdapat beberapa kasus pork barrel memang menargerkan kelompok tradisional 

seperti agama dan berdasar etnis suku, tetapi pada banyak temuan dalam studi pork barrel di 

Indonesia kebanyakan dilakukan kepada masyarakat yang sudah mengalami modernisasi, 

yang membuat pengelompokan masyarakat berdasarkan kelas maupaun profesi pekerjaan, 

studi ini menjelaskan pork barrel pada kemenangan satu-satunya petahana perempuan pada 

pemilu DPRD di daerah pemilihan Jawa Timur II. Temuan pada penelitian ini adalah 

pengelompokan yang terjadi lebih beragam dan lebih kepada kelompok masyarakat yang 

sudah modern yaitu pengelompokan berdasarkan agama dan juga pengelompokan 

berdasarkan pekerjaan. Pengelompokan berbasis agama yakni melalui organisasi masyarakat 

Nahdlatul Ulama (NU), pengelompokan berdasarkan pekerjaan yakni melalui pembentukan 

kelompok yang dilakukan oleh kandidat kepada Guru TPQ dan Ikatan Guru TK Muslimat 

(IGTKM). 

Peneliti juga menemukan pengelompokan berbasis rukun tetangga (RT) yang berdasar 

pada kedekatan hubungan pertemanan, keluarga atau tetangga untuk menggalang dukungan 

suara dari masyarakat, serta juga menemukan incumbent menggunakan pork barrel untuk 

memelihara tim suksesnya dengan cara melibatkan tim sukses dalam kegiatan reses serta 

memberikan pekerjaan dengan cara menjadikan tim sukses sebagai pengawal proyek 

pembangunan yang dijalankan oleh incumbent.  

Studi keempat dilakukan oleh Pratama (2017) yang berjudul Patronase dan 

Klientelisme Pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017 diterbitkan oleh Jurnal 

Wacana Politik. Peneltian ini berfokus kepada pembahasan sasaran kelompok masyarakat 

penerima proyek pork barrel. Penulis menjelaskan bahwa kandidat menggunakan beberapa 

bentuk politik uang, akan tetapi di daerah tersebut masyarakatya tergolong menjadi dua 

kelompok, yaitu kelompok masyarakat biasa dalam hal ini adalah masyarakat dengan 

ekonomi rendah dan yang kedua adalah masyarakat golongan menengah keatas, dalam hal ini 

para akademisi dan kelompok masyarakat yang secara ekonomi golongan menengah keatas. 

Penelitian ini menemukan bahwa kelompok masyarakat biasa, bisa dibeli suaranya oleh 

kandidat dengan transaksi politik uang seperti individual gift atau vote buying, tetapi 

masyarakat golongan menengah ke atas, suaranya tidak bisa di beli dengan politik uang jenis 

tersebut. 

Masyarakat golongan menengah keatas lebih memilih suaranya ditukar dengan 

proyek pork barrel, melihat fenomena ini maka kandidat membuat strategi, dengan cara 
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proyek pork barrel dikhususkan untuk didistribusikan kepada kepada masyarakat golongan 

menengah keatas, secara garis besar peneliti menyimpulkan bahwa penerima pork barrel 

adalah kelompok masyarakat dengan ekonomi menengah keatas, seperti pembisnis atau 

akademisi. 

Studi kelima dilakukan oleh Haliza, dkk, (2023) dengan judul Penganggaran Dana 

Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Indonesia.  Penelitian ini membahas tahapan 

penggagaran dana pokir, yang meliputi cara pengusulan dana pokir, pengalokasian dana pokir 

pada APBD dan tanggung jawab DPRD kepada konstituennya, penulis berpendapat bahwa 

kewaiban menyuarakan aspirasi konstituen adalah tanggung jawab setiap anggota DPRD, 

maka sudah seharusnya pengalokasian dana pokir itu bedasarkan keadilan dan kepentingan 

publik, masing-masing anggota DPRD harus memjalin hubungan yang baik dengan 

masyarakat di dapilnya agar mendapatkan perhatian dan dukungan dari konstituennya, tetapi 

itu bukan menjadi sebuah transakasi suara. 

Peneliti menemukan bahwa dana pokir DPRD didistribusikan sudah sesuai prosedur 

peraturan yang berlaku, seperti usulan masyarakat di dapat anggota DPRD saat reses dan 

besaran pengalokasian dana di sesuaikan setelah setelah melakukan survey langsung 

kelapangan terkait proyek yang akan dianggarakan dengan dana pokir, tetapi pada kenyataan 

dilapangan, anggota DPRD memprioritaskan penganggaran kepada daerah-daerah yang 

menjadi basis dukungan suaranya saat pemilu dan mengenyampingkan daerah konstituen 

yang bukan basis dari pendukungknya. 

Studi keenam dilakukan oleh Alfaz and Suswanta (2021) berjudul Bentuk dan 

Jaringan Patron-Klien Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten 

Tasikmalaya yang diterbitkan oleh Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan. Penelititan ini 

berfokus pada bentuk jaringan patron-klien politik uang, penulis menjelaskan bahwa di 

momen pemilu semua jenis politik uang sangan rentan utnuk terjadi, salah satunya adalah 

pork barrel. Posisi incumben sebagai pembuat kebijakan sangat diuntungkan terutama dalam 

pendistribusian dana pokir untuk proyek pork barrel. 

Pada penelitian ini ditemukan dana pokir yang penditribusiannya dialokasikan kepada 

kelompok masyarakat tertentu, seperti kelompok agama serta ada juga menyasar 

pemerintahan desa, dua kelompok tersebut dipandang sebagai tokoh masyarakat yang 

memiliki pengikut dan dapat menggerakan suara masyarakat untuk memilih incumbent dalam 
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pemilu. Penelitian ini berkesimpulan bahwa pork barrel mempunyai kontribusi yang besar 

dalam mempengaruhi kemenangan petahana pada kontestasi pemilu. 

2. Politik Patronase dan Klientelisme pada Pork Barrel 

Pada studi tentang politik patronase dan klientelisme pada pork barrel bersumber dari 

beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik pembahasan. Diantaranya yang 

telah dilakukan oleh (Kurniawan, 2023; Hilmawan, 2022; Anggoro, 2019; Hendriansyah, 

2019). Studi yang dilakukan Kurniawan (2023) yang mengkaji tentang kelompok agama 

Tarekat Syatariah kepada calon kandidat pilkada. Peneliti menjelaskan bahwa dukungan yang 

diberikan oleh kelompok agama tersebut, dengan pola hubungan patronase, berhubungan erat 

kaitannya dengan politik uang, termasuk didalamnya proyek pork barrel.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Hilmawan (2022) yang mengkaji tentang 

keterlibatan Partai PKB dalam memanfaatkan politik patronase, untuk kemenangan anggota 

DPRD pada kontestasi pemilu. Peneliti menjelaskan bagaima Partai PKB salah satunya 

menggunakan dana pokir, serta proses pemanfaatannya yang melibatkan organisasi agama 

serta pejabat desa. Kemudian studi yang dilakukan oleh Anggoro (2019) yang mengkaji 

bagaimana purnawirawan TNI menggunakan politik patronase dan klientelisme untuk 

kemenangannya pada pemilu legislatif. Peneliti menjelaskan pola patronase dan klientelisme 

masih menjadi alat andalan untuk memobilisasi dukungan suara, dengan menggunakan 

berbagai jenis politik uang. termasuk pork barrel. Studi lainnya dilakukan oleh Hendriansyah 

(2019) mengkaji tentang fenomena patronase dan klientelisme yang dilakukan calon DPRD 

di Kabupaten Situbondo. Peneliti menjelaskan hubungan patronase dan klientelisme dibangun 

jauh sebelum pencalonan DPRD, hubungan patron dan klien dimulai saat calon masih 

menjabat sebagai kepala desa, posisi jabatan inilah yang digunakan untuk membangun relasi 

dengan kalangan pemerintah, masyarakat sebagai mantan kades di Desa Pawoan Kabupaten 

Situbondo. 

Studi pertama dilakuan oleh Kurniawan (2023) yang berjudul Patronase dan 

Klientelisme dalam Dukungan Politik Tuanku  Tarekat Syathariyah pada Pilkada di 

Sumatera Barat yang diterbitkan oleh Jurnal Ensiklopediaku, penelitian ini berfokus pada 

pola patronase dan klientelisme dukungan ketua kelompok agama pada calon kandidat di 

pilkada. Penulis menjelaskan bahwa hubungan yang terjalin antara kelompok Tuanku Tarekat 

Syatariah dan calon kandidat pilkada ditemukan pola patronase dengan jenis politik uang, 

salah satunya pork barrel, hubungan yang terjalin antara keduanya juga bersifat klientelistik, 
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karena Tuanku Tarekat Syathariyah juga berperan sebagai broker, yaitu Tuanku Tarekat 

Syathariyah berperang mengarahkan jamaah untuk memberi dukungan suara kepada calon 

tersebut. 

Hubungan antara Tuanku Tarekat Syathariyah dan calon kandidat terjalin dua arah, 

seperti calon memberikan bantuan berupa proyek pork barrel, individual gift dan vote buying, 

sedangkan Tuanku Tarekat Syathariyah memberikan bantuan dengan cara mengkordinir 

jamaah untuk memilih calon tersebut saat pilkada. 

Studi kedua dilakukan oleh Hilmawan (2022) dengan judul Politik Patronase Partai 

Kebangkitan Bangsa pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Digilib Unila. Penelitian ini berfokus pada 

patronase yang dilakukan oleh anggota DPRD Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di 

Kabupaten Lampung Timur. Peneliti menjelaskan bahwa PKB memanfaatkan politik 

patronase untuk memenangkan pencalonan anggotanya pada kontestasi pemilihan anggota 

DPRD, pola patronase yang terjalin adalah caleg berperan sebagai patron sedangkan tokoh 

agama dan masyarakat berperan sebagai broker dan klien, pork barrel menjadi salah satu cara 

yang digunakan PKB untuk memobilisasi dukungan suara pada pencalonan DPRD. 

Studi ketiga dilakukan oleh Anggoro (2019) dengan judul Politik Patronase dan 

Klientelisme Purnawirawan TNI Pada Pemilu Legislatf yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmu 

Pemerintahan. Penelitian ini berfokus pada sejauh mana patronase dan klientelisme yang 

dijalankan oleh purnawirawan TNI untuk memenagkan pencalonannya pada kontestasi pileg. 

Peneliti menjelaskan pola pork barrel yang terjalin adalah dengan pendekatan pemberian 

janji-janji pemberian proyek kepada pendukung setelah mereka terpilih, pola ini cukup 

berhasil untuk memobilisasi masyarakat untuk memberikan dukungan suaranya. 

Purnawirawan TNI menggunakan mantan orang-orang terdekatnya di desa untuk berperan 

menjadi broker, hubungan mereka terjalin ketika purnawirawan TNI bertugas di desa 

tersebut, orang-orang tersebut kemudiain bertugas untuk memperkenalkan calon kepada 

masyarakat luas serta mngerahkan mereka untuk memberikan dukungan suaranya. 

Studi keempat dilakukan oleh Hendriansyah (2019) dengan judul Patronsae Politik 

Dalam Pemilu: Studi Tentang Mobilisasi Dukungan Yuniar Ramadhana Pada Pileg 2014 di 

Desa Paowan Kabupaten Situbondo yang diterbitkan oleh Repository UB. Penelitian ini 

membahas patronase yang dilakukan caleg pada pileg di Desa Paowan kabupaten Situbondo. 

Peneliti menjelaskan calon membangun hubungan patron dan klien dimulai saat masih 
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menjadi kepala desa, saat menjabat inilah relasi dengan kalangan pemerintahan serta 

masyarakat terjalin, sehingga beberapa pejabat pemerintah desa terlibat menjadi bagian dari 

tim sukses calon, tidak hanya itu calon juga memanfaatkan keluarga besarnya yang 

notabennya adalah keluarga denga kelas ekonomi menengah keatas dan mempunyai pengaruh 

di desa, dijadikan sebagai bagian dari broker, dan digunakan untuk mengarahkan masyarakat 

memilih calon tersebut. 

Pola pork barrel yang terjadi adalah keberhasilan pembangunan yang didanai dengan 

dana pokir saat calom masih menjabat sebagai kepala desa, digunakan oleh calon sebagai 

branding keberhasilan kepemimpinannya sebagai kades, cara inilah yang digunakan calon 

untuk memobilisasi dukungan masyarakat desa supaya memilihnya saat kontestasi pileg. 

Berdasarkan kajian pustaka diatas pork barrel dari segi keuntungan electoral dalam 

keterpilihan kembali petahana pada pemilu dapat dilihat bahwa target pendistribusian dana 

pokir berbeda-beda di setiap wilayah, sedangkan pada studi hubungan patronase dan 

klientelisme pada pork barrel kelompok sasaran serta terlibat sebagai broker mayoritas 

adalah kelompok agama. Penulis menganalisa bahwa pola pork barrel yang terjadi di setiap 

daerah berbeda, keadaan kultur budaya masyarakat serta ekonomi dan SDM masyarakat 

memepengaruhi pola pola pork barrel pada distribusi dana pokir. Dari paparan penelitian 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu hanya menjelaskan pork barrel 

yang digunakan sebagai alat untuk memobilisasi dukungan suara. 

Pada penelitian tentang pork barrel yang akan dilakukan ini, peneliti akan melihat 

kontribusi pork barrel dalam kemenangan petahana, terutama terhadap efek meningkatnya 

perolehan suara petahana, peneliti akan berfokus pada pendistribusian dana pokir di 

Kabupaten Banjarnegara, mencangkup pembagian wilayah serta sasaran kelompok 

masyarakat penerima alokasi dana pokir. Selain itu peneliti juga fokus pada pola politik 

patronase dan klientelisme yang terjalin pada pendsitribusian dana pokir di Kabupaten 

Banjarnegara. karena penelitian dengan tema yang sama adalah penelitian yang dilakukan 

sudah lama serta belum melihat pork barrel dari segi efek terhadap peningkatan perolehan 

suara petahana, maka nantinya penelitian ini akan menghasilkan kebaharuan dan berbeda 

dengan penelitian sebelumnya, karena itulah penelitian ini menjadi menarik untuk dilakukan. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Penelitian tentang pola distribusi dana pokir ini menggunakan jenis penelitian 

lapangan dengan metode penelitian kualitatif. Penelitan kualitatif adalah jenis penelitian yang 

memahami dan mempelajari pentingya masalah sosial dari berbagai orang (Creswell, 2013). 

Penelitian kualitatf juga digunakan untuk mempelajari kehidupan masyarakat, perilaku, 

sejarah, konsep dan fenomena, dan juga isu-isiu sosial lainnya. Alasan peneliti menggunakan 

metode kualitatif adalah berdasarkan pengalaman peneliti dalam mendalami kasus ini, 

dengan metode kulaitatif peneliti dapat menganalisis dan memahami kasus penelitian secara 

mendalam. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, yaitu dengan judul Politik Distribusi Proyek 

Pembangunan Infrastruktur (Studi Pola Distribusi Proyek Dana Pokir Anggota DPRD di 

Kabupaten Banjarnegara Periode 2019-2024). Selanjutnya penulis yang bertindak sebagai 

instrument utama dalam penelitan ini, akan menggali fenomena pork barrel di Indonesia dan 

mengamatinya secara menyeluruh untuk mendapatkan hasil analisa mendalam, serta 

menjawab petanyaan yang telah diuraikan pada rumusan masalah. Penelitian yang dilakukan 

bersifat alami dan tidak ada manipulasi data karena penulis terjun kelapangan langsung 

melakukan penelitian terhadap fenomena yang akan diteliti. Fenomena pada penelitian ini 

sangat dinamis dan kompleks sehingga penulis memilih menggunakan jenis penelitian 

kualitatif, tujuannya adalah suapaya peneliti dapat menafsirkan dan menganalisa secara 

mendalam terhadap fenomena yang akan diteliti. 

Selanjutnya, dalam studi ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu 

strategi penelitian untuk menyelidiki secara cermat suatu hal dengan pengumpulan informasi 

lengkap menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data (Creswell, 2013). Dengan alasan 

pendekatan ini mendukung jenis penelitian kualitatif, supaya agar nantinya tidak hanya 

melihat pork barrel terhadap pengaruhnya pada keterpilihan kembali petahana tetapi juga 

dapat melihat bagaimana sistem pendistribusiannya serta melihat pola politik patronase dan 

klientelisme yang terjadi di dalamnya. Penggunaan pendekatan studi kasus ini bertujuan agar 

peneliti dapat menganalisa secara mendalam dan menyeluruh pork barrel dalam distribusi 

dana pokir di Kabupaten Banjarnegara, sehingga memperoleh gambaran secara jelas terhadap 

fenomena penelitian dari uraian rumusan masalah. 
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2. Sumber dan Jenis Data 

a. Data Primer 

Merupakan sebuah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau 

sumber utama tanpa melalui media perantara menurut Narimawati (2008:98) dalam Pratiwi 

(2017). Dalam peneltian ini data sekunder yang digunakan adalah hasil wawancara dengan 

anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara terutama kandidat petahana yang terpilih kembali di 

pemilu tahun 2024 untuk masa jabatan 2024-2029, serta pihak-pihak yang terkait dengan 

pendistribusian dana pokir.  

b. Data Sekunder 

Merupakan sebuah data yang secara tidak langsung didapatkan oleh peneliti lewat 

perantara menurut Sugiyono (2008:402) dalam Pratiwi (2017). Dalam penelitian ini data 

sekunder yang digunakan adalah data website, buku-buku, jurnal, artikel, media cetak dan 

elektronik yang mencangkup pembahasan topik penelitian ini untuk digunakan sebagai 

sumber data sekunder dalam penelitian ini, seperti contoh data dari website kpu tentang 

perolehan suara DPRD Kabupaten Banjarnegara pada pemilu 2019 dan 2024. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui 

tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu menurut 

Sugiyono (2016:231) dalam Pratiwi (2017). Informasi penelitian ini didapatkan dari 

wawancara yang dilakukan dengan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dan pihak-pihat 

yang terkait dengan pendistribusian dana pokir. Dalam penelitian ini peneliti akan bertemu 

secara langsung dan melakukan wawancara untuk menggali data penelitian, di tempat sesuai 

kesepakatan peneliti dan narasumber. 

Dalam penelitian ini nantinya, ada enam narasumber yang akan diwawancara yaitu, 

dua DPRD petahana dari daerah pemilihan wlayah kota, dua DPRD petahana dari daerah 

pemilihan wilayah pedesaaan dan dua anggota DPRD yang kalah. Hasil dari wawancara 

tersebut nantinya yang akan digunakan sebagai alat untuk melihat, bagaimana kontribusi dana 

pokok pokir dalam berperan pada kemenangan petahana DPRD Kabupaten Banjarnegara 

pada pemilu 2024, terutama pada peningkatan perolehan suara pada kemenangan petahana. 

Pihak narasumber yang akan di wawancara mencangkup dua partai yaitu PDI-P dan Hanura, 
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dimana Partai PDI-P adalah partai mayoritas yang memperoleh kursi DPRD dan Partai 

Hanura adalah partai minoritas yang memperoleh kursi DPRD. 

b. Observasi 

Observasi adalah upaya pengumpulan data yang dilakukan ketika peneliti langsung 

terjun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi 

penelitia (Creswell, 2013). Pengamatan dalam penelitian ini adalah pengamatan langsung 

kelapangan untuk mengamati bagaimana pola distribusi dana pokir kepada anggota 

masyarakat di Kabupaten Banjarnegara serta mengamati bagaimana cara pendistribusiannya. 

Nantinya observasi akan dilakukan untuk mengamati pola sosial masyarakat tehadap 

pendistribusian dana pokok pikir serta mengamati implementasi dari penyaluran dana pokir 

di lapangan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan jenis sumber data yang berkaitan dengan peristiwa dengan 

kegunaan untuk menambah kelengkapan penelitian berbentuk tertulis maupun karya 

monumental yang menambah informasi terkait penelitian yang dilakukan menurut Sugiyono 

(2016:240) dalam Pratiwi (2017). Pada penelitian ini dokumentasi berbentuk foto, arsip 

maupun surat yang berkaitan dengan pendistribusian dana pokir di Kabupaten Banjarnegara. 

seperti contoh dokumentasi yang akan digunakan adalah arsip ataupun proposal dan 

sejenisnya, yang digunakan saat pengajuan dana pokir.  

4. Validasi Data 

Pengujian validasi data antara lain dengan melakukan triangulasi. Triangulasi adalah 

teknik pengumpulan data dengan cara menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data 

dari sumber yang telah ada menurut Sugiyono (2015) dalam Zainuddin  (2023). 

a. Triangulasi sumber, yaitu mengumpulkan data dengan sumber berbeda tetapi 

dilakukan dengan teknik yang sama. 

b. Triangulasi teknik, yaitu pengujian kredibilitas data dengan cara pengecekan kepada 

sumber data yang sama menggunakan teknik yang berbeda. 

c. Triangulasi waktu, yaitu pengujian kredibilitas data dengan observasi, wawancara 

maupun teknik lain dlam keadaan dan waktu yang berbeda. 
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5. Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiono (2016:244) dalam Pratiwi (2017). Analisis data adalah proses 

mencari serta melakukan penyusunan secara sistematis terhadap data yang didapatkan saat 

penelitian, sehingga lebih mudah dipahami serta dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Dalam penelitian kualitatif ada tiga tahapan analisis data yaitu: Reduksi Data, Penyajian 

Data, Penarikan Kesimpulan, menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) dalam Abdul 

(2020). Analisis merupakan suatu upaya mencari dan menyusun secara sistematis temuan 

hasil dari observasi, wawancara dan lainnya sekaligus menyajikan sebagai penemuan kepada 

orang lain. 

a. Reduksi  

 Suatu proses penyerderhanaan, meringkas, memilih dan menyatukan data hasil 

penelitian dari proses-proses dalam penelitian seperti wawancara, observasi dan data 

lainnya. 

b. Penyajian Data 

 Merupakan proses pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang menjadi bagian 

dari pembahasan penelitian. Penyajian data juga membantu untuk memahami fenomena 

yang terjadi serta membantu untuk menganalisa lebih dalam permasalahan yang terjadi. 

c. Penarikan kesimpulan 

 Tahapan terakhir adalah menganalisa penelitian kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan. Kesimpulan di dalam penelitian kualitatif merupakan temuan terbaru yang 

sebelumnya belum pernah ada (Sugiyono 2019). Pada penelitian ini peneliti akan menarik 

kesimpulan dari hasil penelitian supaya pembaca dalam memahami poin-poin yang 

disimpulkan dalam penelitian ini. Penarika kesimpulan dilakukan ketika berjalannya 

penelitian di lapangan sampai pada akhirnya dilakukan penarikan secara umum di akhir 

penelitian. 

 

G. Sistematika Penulisan 

 Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti membagi sub penulisan menjadi enam 

bagian di antaranya: 

Bab I Pendahuluan 

 Di bab ini akan dijelaskan informasi masalah yang terkait politik distribusi dalam 

distribusi proyek dana pokir anggota Dewan yang mencangkup: Latar Belakang, Pertanyaan 
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Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Teori Penelitian, Metode 

Penelitian serta Sistematika Penulisan. 

Bab II Kerangka Teori 

 Pada bab ini akan membahas teori penelitian secara mendetail dan komperhensif 

sebagai acuan dalam penelitian ini, dengan menggunakan teori politik distributif. Politik 

distributif diartikan sebagai sebuah strategi politik yang dilakukan dengan melibatkan warga 

dalam proses dan pengalokasian sumberdaya. 

Bab III Landcape Kabupaten Banjarnegara 

 Pada bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, yang meliputi gambaran umum 

Kabupaten Banjarnegara, letak geografis dan juga gambaran kehidupan masyarakat 

Kabupaten Banjarnegara, serta penyajian data lainnya seperti jumlah kursi anggota DPRD, 

jumlah dan pembagian dapil, jumlah pemilih di tahun 2024, susunan pemerintahan dan visi-

misi Kabupaten Banjarnegara. 

Bab IV Proyek Dana Pokir Dan Pendistribusiannya 

 Pada bab IV akan membahas secara detail mengenai dana pokir di Kabupaten 

Banjarnegara serta pola pendistribusian proyek dana pokir dan juga akan membahas strategi 

petahana dengan pola pork barrel pada pendistribuisan proyek dana pokir di Kabupaten 

Banjarnegara. 

Bab V Dana Pokir Dan Insentif Elektoral Bagi Petahana 

 Dalam bab ini akan mengkaji dana pokir dan mesin pilitik serta akan membahasa 

bagaimana dana pokir menjadi alat untuk mobilisasi pemilih oleh petahana pada pemilu 2024 

dan di bab ini juga akan membahas dampak dana pokir pada keterpilihan kembali petahana 

sekaligus menjelaskan kontribusinya terhadap kenaikan suara petahana.  

Bab VI Penutup 

 Pada bab ini akan membahas mengenai hasil analisa dan kesimpulan dari keseluruhan 

rangakaian proses penelitian yang telah dilakukan serta menjadi jawaban dari rumusan 

masalah pada penelitian ini. Dalam BAB ini peneliti juga akan memberikan saran untuk 

penelitian yang serupa kedepan, agar bisa memberikan penelitian yang lebih baik dan 

bermanfaat dalam kontribusi wacana yang berkaitan dengan politik distribusi proyek 

pembangunan infrastruktur pada distribusi dana pokir. 
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

1. Definisi Konseptual 

a) Politik Gentong Babi (pork barrel) 

Politik Gentong Babi atau pork barrel merupakan strategi kandidat petahana untuk 

memperoleh suara dan mepertahankan jabatannya dengan menggunakan anggaran negara 

atau dana pokir, pork barel adalah sebuah proyek pemerintah yang dialokasikan ke daerah 

tertentu, dengan karateristik proyek tersebut di alokasikan untuk umum dan di danai dengan 

anggaran negara, dengan tujuan supaya masyarakat memilih calon kandidat tertentu. Seperti 

contoh anggota DPRD yang mengalokasikan dana pokir di daerah konstituen, dengan tujuan 

supaya konstituen memilihnya kembali di pemilihan periode selanjutnya (Aspinall and 

Sukmajati 2015). 

b) Politik Distributif 

Politik distributif adalah suatu bentuk upaya pendistribusian sumber daya yang bertujuan 

untuk menarik perhatian konstituen yang mana dalam proses pendistribusian tersebut 

memiliki maksud untuk mendapatkan dukungan suara saat pemilu (Stokes, dkk, 2013). 

Politik juga mendistribusikan barang, seperti bentuk program pemerintah menyalurkan uang 

tunai, pekerjaan, kredit dan berbagai sumber daya-sumber daya yang lain kepada masyarakat, 

pejabat terpilih mendistribusikan atau memberikan manfaat kepada konstituen yang 

diunggulkan, distribusi barang secara politis lebih kontroversial dibandingkan distribusi 

barang melalui pasar, perkiraan pasar akan menditribusikan barangnya ke seluruh ruang dan 

populasi, di negara demokrasi manapun terjalin kesepakatan yang luas bahwa otoritas politik 

berhak mendistribusikan sumber daya lintas generasi dari hasil pajak untuk mendanai 

pendidikan atau pengentasan kemiskinan (Stokes, dkk, 2013). 

c) Patronase Politik 

Patronase diartikan sebagai pemberian bantuan atau manfaat yang melibatkan patron dan 

klien, patron adalah pemberi atau pemilik sumberdaya sedangkan klien adalah penerima 

sumber daya, dalam politik patron diartikan sebagai pejabat pemerintah sedangkan klien 

adalah masyarakat di daerah pemilihan. Patronase politik adalah tindakan pembagian 

keuntungan antar para politisi dalam pendistribusian sesuatu secara individu kepada 

konstituen dan penggiat kampanye dengan tujuan mendapatkan dukungan politik dari mereka 

(Shefter 1994:283) dalam Aspinall and Sukmajati (2015). 
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d) Klientelisme 

Klientelime adalah karakter relasi hubungan antara politisi dan pendukung atau pemilih 

atau hubungan patronase yang lebih tersruktur dan juga sistematis, suatu pemberian 

keuntungan atupun bantuan yang di berikan secara teratur dan berulang kali sebagai imbalan 

terhadap dukungan politik yang diberikan (Aspinall and Sukmajati 2015). Dalam kata lain 

klientelisme lebih kearah hubungan yang terjalin atau hubungan jangka panjang antara 

pemberi manfaat dalam hal ini kandidat dengan penerima manfaat yaitu masyarakat atau 

pemilih di daerah konstituen. 

e) Dana Pokir 

Dana pokir adalah bentuk anggaran dari pemerintah yang di amanatkan kepada masing-

masing anggota DPRD Kabupaten, untuk mendorong pembangunan serta kesejahteraan 

masyarakat di wilayah daerah pemilihan (Mahsun, 2015). Alokasi anggaran ini didasarkan 

pada penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh anggota DPRD di masing-masing daerah 

pemilihan atau disebut juga masa reses, dimana anggota DPRD turun langsung kelapangan 

atau kelingkungan masyarakat daerah konstituen untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. 

 

2. Teori Politik Distributif  

Distribusi politik muncul dari sebuah proses pendistribusian sumber daya kepada 

masyarakat, seperti halnya pasar yang mendistribusikan barang, jasa dan keuangan, begitu 

juga dalam politik, bagaimana pemerintah lewat sebuah program kebijakan mendistribusikan 

barang, uang, pekerjaan dan sumber daya yang lain kepada masyarakat, begitu juga penjabat 

yang terpilih, mereka mendistribusikan sumeber daya kepada daerah konstituen yang 

diprioritaskan, partai politik juga mendistribusikan sumber daya untuk mencari dukungan 

suara, distribusi sumber daya barang dalam politik lebih kontroversial berbeda dengan pasar 

yang akan mendistribusikan barang dengan area dsitribusi seluas mungkin. Kasus yang 

berkembang di negara demokrasi distribusi politik sering kali digunakan sebagai transaksi 

politik untuk jual beli dukungan suara (Stokes, dkk, 2013). 

Susan C. Stokes adalah seorang profesor ilmuan politik di Universitas Yale Amerika serta 

Direktur Program Demokrasi Yale, Stokes juga tergabung dalam anggota Akademi Seni dan 

Sains Amerika, Dia pernah menjabat sebagai wakil presiden Asosiasi Ilmu Politik Amerika 

(APSA) serta mantan presiden bagian Komparatif Politik di APSA, pemikiraanya yang 

membawa sumbangsih besar dalam keilmuan politik adalah pemikirannya tentang politik 

distributif (Stokes, dkk, 2013). 
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Menurut Susan Stokes (2013) mengartikan politik distributif sebagai bentuk upaya 

pendistribusian sumber daya yang bertujuan untuk menarik perhatian konstituen yang mana 

dalam proses pendistribusian tersebut memiliki maksud untuk mendapatkan dukungan suara 

saat pemilu. Stokes memaknai dan mengartikan sumberdaya sebagai sesuatu yang dapat dan 

memberi daya kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup (Ardiansa 2014). 

Teori politik distributif menurut Susan C. Stokes dalam bukunya yang berjudul Brokers, 

Voter, and Clientelism: The Puzzle of Ditribusive Politics membagi politik distributife 

menjadi dua yaitu politik distributife programatik dan politik distributif non-

programatik(Stokes, dkk, 2013).  

 

 

Gambar 1. Skema Konsep Politik Distributif 
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1) Distribusi Programatik 

Dalam distribusi terporgram maka harus memenuhi dua kriteria yaitu pertama kriteria 

pendistribusiannya harus bersifat publik, yang berarti program ini mempunyai akses ke 

publik secara terbuka dan dapat diakses masyarakat secara luas, kedua berbentuk ditribusi 

yang bermanfaat atau sumberdaya yang sebenarnya, yang berarti program tersalurkan secara 

tepat sasaran (Stokes, dkk, 2013). 

Pada penyusunan program pendistribusian sumber daya, maka langkah-langkahnya harus 

sesuai program serta demokratis. Ada dua kriteria yang menjadi landasan dalam distribusi 

programatik. Pertama, ditribusi program haruslah bersifat publik. Kedua, penyaluran program 

tepat sasaran. Beberapa kasus yang terjadi seringkali penyusunan strategi pada 

pendistribusian sumber daya, banyak dijumpai pada tahap implementasinya tidak sesuai 

dengan peraturan berlaku, dan hanya berdasar kepada kepentingan individu dan kelompok 

tertentu. Jika dasar kepentingan publik diterapkan maka distribusi akan tepat sasaran dan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka dapat disimpulkan, agara suatu pendistribusian 

menjadi terpogram, haruslah memenuhi dua kriteria yaitu:  

a. Umum dan Formal  

b. Berbentuk distribusi yang bermanfaat atau sumberdaya yang sebernarnya. 

Banyak peneliti mempelajari berbagai bentuk politik distributif, kemudian menemukan 

bahwa ada beberapa bentuk politik distributife yang sah dan ada beberapa bentuk politik 

distributif yang tidak sah, mereka tidak menjelaskan secara rinci mengapa politik yang tidak 

bertanggung jawab atau distribusi yang berdasar kepentingan partisan itu salah. Contohnya 

adalah pork barrel, yang berarti menggunakan penerimaan pajan dari daerah pemilihan yang 

lebih luas, untuk membiayai barang publik di daerah pemilihan yang lebih kecil. Maka harus 

mencangkup pengeluaran sumberdaya pulik nasional untuk membangun proyek di daerah 

tertentu. Jika pendistribusian itu tidak sah, pasti karena disebabkan faktor lain, selain karena 

adanya transfer antar pemerintah (Stokes, dkk, 2013). 

Perbedaan secara konseptual antara ditribusi terpogram dan non-terpogram tidak hanya 

dalam pandangan sisi akademis, setiap negara demokrasi memiliki peraturan hukum yang 

melarang jual beli suara, di masing-masing negara yang memiliki peraturan tersebut, hakim 

harus memberi batas antara pendistribusian sumber daya secara sah yang dilakukan oleh para 

pejabat yang berambisi besar dan melakukan tarnsaksi jual beli suara secara illegal. Ketika 

mereka melakukan itu maka publisitas mangambil peran (Susan C. Stokes, dkk, 2013). 

Penjelasan tentang distribusi programatik jika dibahas dengan konteks dana pokir maka dapat 

diartikan bahwa prosedur dan pendistribusian dana pokir haruslah berupa proyek 
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pembangunan dengan proses pendistribusian yang harus terpogram, tepat sasaran dan sesuai 

dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat. Pendistribusian dana pokir tidak bolah 

berdasar kepada kepentingan individu atau kelompok masyarakat tertentu seperti digunakan 

untuk mobilisasi dukungan pemilih. Serta harus terbebas dari politik patronase dan 

klientelisme. 

2) Distribusi Non-Programatik 

Distribusi yang tidak bersifat publik, seperti yang terjadi di negara-negara demokras 

maju, seperti di Negara Australia pada minggu-minggu terkahir menjelang pemilu di tahun 

1990 dan 1993, partai yang berkuasa yaitu Partai Buruh mengalokasikan dana hibah di 

wilayah dapilnya, untuk membangun sebuah stadion olahraga. Oposisi Partai Buruh yang 

berada di parlemen mengecam program tersebut karena bias partisan, proyek itu akhirnya 

diselidiki oleh Auditor Jendral, kemudian Denmark mengkonfirmasi bias partisan itu, dengan 

hasil penelitiannya yang menunjukan bahwa hal itu bertentangan dengan ekpresi normatif 

dan politik distributif yang berlaku di Negara Australia, Departeman setempat mengatakan 

“kebutuhan masyarakat” adalah dasar utama dalam distribusi sumber daya, tetapi “tidak ada 

perkiraan dan ukuran kebutuhan masyarakat yang dipublikasikan” (Stokes, dkk, 2013) 

Kriteria kedua dalam distribusi terpogram juga dilanggar, baik di negara dengan 

demokrasi yang sudah maju maupun yang masih berkembang. Dalam kasus ini penjabat 

politik menyusun peraturan yang formal serta publik dalam distribusi sumber daya, namun 

peraturan yang berlaku ini dikesampingkan, demi kepentingan yang lebih menguntungkan 

dalam kontestasi pemilu, para pejabat politik mendistribusikan sumber daya dengan tidak 

mempedulikan peraturan hukum, dan mendistribusikan sumber daya kepada masyarakat yang 

bukan prioritas atau masyarakat yang tidak seharusnya menerima sumber daya tersebut. 

Seperti contoh kasus di Negara Spanyol di tahun 1980an dan 1990an, pendistribusian sumber 

daya diatur berdasarkan kriteria formal untuk proyek pembangunan tranportasi, namun dalam 

implementasinya, sumber daya tersebut didistribusikan kepada wilayah daerah yang menjadi 

basis suara incumbent saat pemilu (Stokes, dkk, 2013). 

Perbedaan antara distribusi terprogram dan non-terpogram adalah antara pendistribusian 

sumber daya dengan tujuan manfaat publik dengan pendistribusian sumber daya untuk tujuan 

manfaat individu atau kelompok masyarakat tertentu (Stokes, dkk, 2013). Pendistribusian 

terprogram berdasar pada keplubikan sedangkan pendistribusian non-terprogram berdasar 

kepentingan individu atau kelompok, serta cenderung menimbul pola politik patronase dan 

klientelisme. 
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Bias partisan mengidentifikasi perbedaan dasar pada bentuk-bentuk distribusi non-

programatik, dalam beberapa situasi, penditribusian yang diskriminatf secara politik 

menghasilkan niat yang baik dari para penerima bantuan, dan sebagai konsekuensinya, 

penerima bantuan akan cenderung memilih calon atau partai yang memberikan bantuan, dan 

jika penerima bantuan lebih memilih calon atau partai lain, mereka tidak dikenakan hukuman 

individu, kasus pada pendistribusian ini contohnya adalah masyarakat disebuah daerah 

diwilayah dapil mendapatkan program pengentasan kemiskina, tetapi disisi lain ada daerah 

kabupaten lain di dapil tersebut yang lebih membutuhkan dan lebih berhak untuk 

mendapatkannya, jika program seperti ini menargetkan individu maka disebut situasi 

keuntungan individu yang tidak bersarat dan jika program seperti ini menargetkan kelompok 

atau wilayah tertentu maka disebut pork barrel. Pemberian individu tanpa syarat atau pork 

barrel dapat meningkatkan dukungan suara bagi pemberi sumber daya, selama jumlah 

sumber daya meningkatkan niat baik pemilih terhadap calon dan partainya (Stokes, dkk, 

2013). 

 

a. Klientelisme 

Dalam kasusnya, anggota petahana DPRD menawarkan keuntungan materi, dengan syarat 

penerima bantuan dana pokir membalas bantuan yang diterima melalui suara ataupun 

dukungan politik lainnya, pemilih akan mendapatkan konsekuensi jika membelot dari 

kesepakatan perjanjian dalam transaksi distribusi dana pokir, alasan ini yang menjadikan 

kehawatiran akan distrbusi dana pokir ditukar dengan dukungan suara. Ini disebut dengan 

distribusi non-programatik yang dikombinasikan dengan klientelisme pesyaratan (Stokes, 

dkk, 2013). 

Konsekuensi  pertukaran dana pokir dengan dukungan suara menimbulkan bahaya secara 

normatif, kesepakatan ini melanggar kebebasan pemilih dalam menntukan pilihannya, 

sekalipun pada dasarnya pemilih itu sering dipengaruhi oleh keluarga,rekan kerja maupaun 

teman, adalam transaksi distribusi dana pokir yang memposisikan pemilih untuk bertanggung 

jawab atas pilihannya, itu menimbulkan keresahan, hal ini didasari adanya ancaman terhadap 

pemilih di masa depan terkait pemotongan pemberian dana pokir akibat dari konsekuensi 

pilihan suara mereka, tindakan ini hamper mirip dengan pemaksaan, tetntunya tindakan ini 

bertentangan dengan demokrasi. 

Patronase dalam distribusi dana pokir digunakan untuk mengerahkan dukungan suara, 

istrilah patronase sendiri merujuk pada aliran keuntungan antara DPRD petahana ke 

kelompok masyarakat, dana pokir digunakan untuk menyuap masyarakat supaya memilih 
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mereka, tindakan ini disebut sebagai pembelian suara (Stokes, dkk, 2013). Patronase sendiri 

merujuk kepada anggoa DPRD petahana sebagai patron atau pemberi sumber daya dan 

masyarakat sebagai klien atau penerma manfaat. 

 

b. Pork Barrel 

Jenis politik gentong babi mengindetifikasi dasar perbedaan dalam distribusi non-

programatik, pada kasusnya distribusi yang didiskriminasi secara politik menimbulkan 

keniatan baik pada penerima manfaat, dengan akibat penerima sumberdaya akan mendukung 

kandidat yang memberikan sumberdaya, namun penerima yang membelot untuk memilih 

calon lain tidak mendapat hukuman, seperti pemotongan pemberian sumberdaya di tahun 

berikutnya, jika distribusi seperti ini menargetkan kelompok atau kolektivitas, ini disebut 

dengan por k barrel atau politik gentong babi (Stokes, dkk, 2013). 

Politik gentong babi (pork barrel) adalah sebuah strategi kandidat yang digunakan untuk 

mendapatkan dukungan suara dimana program ini ditunjukan untuk kelompok, ciri-ciri pork 

barrel adalah bahwa program strategi tersebut ditunjukan untuk publik dan didanai dengan 

dana pemerintah dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan suara,  

 

c. Club Good 

Perbedaan umum distribusi programatik dan non-programatik didasarkan kepada jenis 

barang yang diberikan: umum, klub, sasan dan sejenisnya. Adakalanya perbedaan utama 

terletak pada manfaat kolektif dan manfaat individu ataupun manfaat yang ditargerkan, 

distrbusi yang menargetkan individu mengikuti kriteria publik yaitu distribusi manfaat 

sebenarnya. Dengan cara yang sama pula barang publik dapat disalurkan ke daerah ataupun 

kelompok dengan mengabaikan kepentingan publik, dalam kasus ini maka distribusi bersifat 

non-programatik (Stokes, dkk, 2013). 

Barang-barang kelompok (club goods) di definisikan sebagai bentuk patronase yang lebih 

kepada keuntungan bersama untuk kelompok sosial tertentu daripada keuntungan secara 

individu, di Indonesia club goods dibedakan menjadi dua jenis, yaitu donasi untuk asosiasi-

asosiasi komunitas dan dominasi komunitas yang tinggal dilingkungan perkotaan, pedesaan 

atau lingkungan lain. Kelompok masyarakat yang menerima club goods seperti kelompok 

keagamaan, kelompok olahraga, asosiasi pemuda, kelompok petani dan lain sebagainya, jenis 

barang yang dbagikanpun beragam seperti perlengkapan ibadah, peralatan olahraga, sound 

system, perlengkapan pertanian dan alat-alat yang lainnya yang digunakan untuk kebutuhan 

kelompok. 
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BAB III 

LANDCAPE KABUPATEN BANJARNEGARA 

 

A. Kondisi Geografis dan Kondisi Demografis Kabupaten Banjarnegara 

1. Kondisi Geografis Kabupaten Banjarnegara 

a. Letak Geografis Kabupaten Banjarnegara 

Kabupaten Banjarnegara adalah salah satu wilayah kabupaten yang terletak di 

Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Banjarnegara mempunyai Letak Geografis dengan luas 

wilayah 1.064,52 km persegi, Dengan letak letak wilayah antara 712’ sampai 731’ Lintang 

Selatan dan 231’ sampai 308’ Bujur Timur. Di bagian utara Kabupaten Banjarnegara 

berbatasan langsung dengan Kabupaten Batam dan Kabupaten Pekalongan, bagian Selatan 

berbatasan langsung dengan Kabupaten Kebumen, bagian wilayah Timur berbatsan dengan 

Kabupaten Wonosobo, dan pada bagian wilayah Barat berbatasan langsung dengan 

Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas.  

Gambar 2. Potret Wilayah Kabupaten Banjarnegara 

 

 Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara 

Ketinggian tempat di Kabupaten Banjarnegara beragam, yaitu antara 40 sampai 2.300 

meter diatas permukaan laut, berdasarkan kemiringan tanah Kabupaten Banjarnegara  sekitar  
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24,61% wilayahnya mempunyai kemiringan 0 sampai 15%, 45,04% wilayahnya mempunyai 

kemiringan 15 sampai 40%, sedangkan sisa wilayah yang lain mempunyai kemiringan 40%. 

Menurut jenis tanah, Kabupaten Banjarnegara tebagi kedalam empat jenis tanah yaitu: 

66,25% wilayahnya adalah tanah latosol, 11,72% wilayahnya adalah tanah grumosol, 14,5% 

wilayahnya adalah tanah andosol dan 7,53% wilayahnya adalah jenis tanah campuran antara 

tanah alluvial, tanah organosol dan tanah litosol. 

 Dari total luas wilayah Kabupaten Banjarnegara 1.064,52 km persegi atau sekitar 

106,452 hektar, penggunaan wilayahnya dibagi menjadi enam jenis yaitu: 18,17% 

wilayahnya adalah tanah sawah, 47,17% adalah tanah kering, 0,3% adalah tanah kolam, 

0,15% adalah tanah perkebunan rakyat, 15,57% adalah tanah hutan dan 18,43% adalah tanah 

lainnya. Berdasarkan keadaan geologisnya, struktur batuan Kabupaten Banjarnegara 

berbentuk lapisan dengan kondisi rawan longsor serta banyak patahan seperti dibagian utara 

Kabupaten Banjarnegara sehingga cukup membahayakan bagi prasarana atau bangungan 

fisik. 

 

b. Topografi Kabupaten Banjarnegara 

Kabupaten Banjarnegara sebagian besar wilayahnya berada di ketinggian 100 sampai 

1000 meter diatas permukaan laut, wilayah dibagi berdasarkan letak topografi adalah sebagai 

berikut: 

 Wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 meter diatas permukaan laut meliputi 

9,82% luas Kabupaten Banjarnegara, dengan wilayah diantaranya: Kecamatan 

Susukan, Kecamatan Purworejo Kelampok, Kecamatan Mandiraja , Kecamatan 

Purwanegara dan Kecamatan Bawang. 

 Wilayah dengan ketinggian antara 100 sampai 500 meter diatas permukaan laut 

meliputi 37,4% luas Kabupaten Banjarnegara, dengan wilayah diantaranya: 

Kecamatan Punggelan, Kecamatan Wanadadi, Kecamatan Rakit, Kecamatan 

Madukara dan Sebagian wilayah Kecamatan Susukan, Kecamatan Mandiraja, 

Kecamatan Purwanegara, Kecamatan Bawang, Kecamatan Pagedongan, Kecamatan 

Banjarnmangu, dan Kecamatan Banjarnegara. 

 Wilayah dengan ketinggian antara 500 sampai 1000 meter diatas permukaan laut 

meliputi 28,74% luas Kabupaten Banjarnegara, dengan wilayah diantaranya: 
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Kecamatan Sigaluh, dan Sebagian Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Pagedongan 

dan Kecamatan Banjarmangu. 

 Wilayah dengan ketinggian lebih dari 1000 meter diatas permukaan laut meliputi 

24,40% luas Kabupaten Banjarnegara, dengan wilayah diantaranya: Kecamatan 

Pejawaran, Kecamatan Batur, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Kalibening, 

Kecamatan Pandanarum, Kecamatan Karangkobar, dan Kecamatan Pagentan. 

Sebagian besar Wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah wilayah pegunungan, yang 

mayoritas berisi wilayah pedesaan, sedangkan wilayah dataran rendah adalah wilayah kota. 

c. Iklim Kabupaten Banjarnegara 

Wilayah Kabupaten Banjarnegara beriklim tropis, curah hujan pertahun adalah 3000 

mm dan suhu rata-rata Kabupaten Banjarnegara adalah 20
0
-26

0
 C. wilayah dengan ketinggian 

0 sampai 500 meter diatas permukaan laut memiliki suhu lebih hangat, sedangkan wilayah 

dengan ketinggian 500 meter diatas permukaan laut, suhunya lebih dingin, terutama saat 

musim kemarau di bulan Agustsus suhunya bisa mengalami penurunan signifikan. 

d. Hidrografi Kabupaten Banjarnegara 

Sungai terbesar di Kabupaten Banjarnegara adalah Sungai Serayu, dan beberapa anak 

sungai seperti Kali Tulis, Kali Pekacangan, Kali Merawu, Kali Gintung dan Kali Sapi, 

sungai-sungai tersebut dimanfaatkan oleh warga Kabupaten Banjarnegara sebagai sumber 

irigasi pertanian, wilayah Kabupaten Banjarnegara juga dikelilingi perbukitan dengan 

ketinggian tampat yang beragam, Gunung Lumbung yang terletak di pebatasan antara 

Kecamatan Pagentan dan Kecamatan Pejawaran, memiliki ketinggian hingga 1.348 meter 

diatas permukaan laut. 

e. Sumber Daya Alam di Kabupaten Banjarnegara 

Wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah kabupaten yang kaya akan sumber daya alam, 

kekayaan sumber daya alam ini mayoritas adalah hasil pertanian serta peternakan yang 

tumbuh subur di sepanjang sungai serayu, daerah pegunungan dan wilayah Dataran Tinggi 

Dieng, kekayaan hasil pertanian di Kabupaten Banjarnegara diantaranya the, kentang, kopi, 

sayur, palawija dan buah salak di wilayah Kecamatan Banjarmangu, hasil peternakan 

Kabupaten Banjarnegara mayoritas adalah kambing dan sapi. 
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2. Kondisi Demografi Kabupaten Banjarnegara 

a. Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara 

Jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara akhir tahun 2023 terdapat 923.192 jiwa, 

dengan pembagian jumlah laki-laki sebanyak 531.338 jiwa dan jumlah perempuan 1.147.226 

jiwa. 

 

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara 

NO Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-laki 531.338 

2 Perempuan 515.888 

 Jumlah Total 1.147.226 

Sumber:  BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Banjarnegara 

 Jumlah penduduk jika digolongkan menurut generasi maka terbagi kedalam enam 

jenis yaitu: Kategori pra Boomer (kelahiran sebelum tahun 1945) dengan jumlah 2,44%, baby 

Boomer (kelahiran tahun 1946 sampai 1964) dengan jumlah 14,8%. Generasi X (kelahiran 

tahun 1965 sampai 1980) dengan jumlah 22,53%, Generasi Z (kelahiran tahun 1997 sampai 

2012) dengan jumlah 23,31%, post generasi Z (kelahiran tahun  2013 sampai sekarang) 

dengan jumlah 10,61%. 

b. Penduduk Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Usia 

Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara dengan usia terbanyak adalah usia 30-34 

dengan jumlah 82.227 jiwa, di ikuti usia 25-29 di urutan kedua dengan jumlah 80.143 jiwa 

dan urutan terbanyak ketiga adalah usia 0-4 tahun dengan jumlah 79.964 jiwa, sedangkan 

jumlah usia pling sedikit adalah usia 70-74 dengan jumlah 27.325 jiwa. Mayoritas penduduk 

Kabupaten Banjarnegara didominasi oleh usia produktif antara umur 25 tahun sampai 34 

tahun, ini menjadi potensi yang besar untuk keberlanjutan masa depan Kabupaten 

Banjaregara, tetapi ini juga menjadi masalah, banyaknya kaum produktif dan minimnya 

lapangan pekerjaan menjadikan Kabupaten Banjarnegara mengalami peninggkatan angka 

pengangguran, mereka yang berkerja juga lebih banyak memilih berkerja diluar kota guna 

mencari peluang lapangan pekerjaan yang lebih besar. 
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Tabel 2. Komposisi Penduduk Kabupaten Banjarnegara  Bedasarkan Usia 

Kelompok Umur 

Penduduk 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

0-4 40.610 39.354 79.964 

5-9 38.889 37.257 76.146 

10-14 39.929 37.933 77.862 

15-19 40.033 37.933 77.966 

20-24 39.819 37.432 77.291 

25-29 41.600 38.549 80.149 

30-34 42.280 39.947 82.227 

35-39 40.885 38.961 79.846 

40-44 38.942 37.662 76.604 

45-49 35.651 35.053 70.704 

50-54 32.631 32.734 65.365 

55-59 28.840 29.060 57.900 

60-64 24.323 24.943 49.266 

65-69 19.422 19.806 39.228 

70-74 13.521 13.804 27.325 

75+ 13.963 15.420 29.383 

Total Jumlah 531.338 515.888 1.147.226 

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Banjarnegara 

 

c. Penduduk Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Jenis Kelamin 

Secara umum rasio jenis kelamin di Kabupaten Banjarnegara selarar dengan rasio 

jumlah di tingkat provinsi, jumlah jenis kelamin perempuan yang lebih banyak dari pada 

jumlah jenis kelamin laki-laki, juga menjadi masalah sosial di Kabupaten Banjarnegara, 

terutama perempuan usia 15 sampai 25 tahun, akibat jumlah yang cukup banyak dan 

dipengaruhi mahalnya biaya pendidkan serta mayoritas pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara 

yang mayoritas adalah pertanian yang pengerjaanya menggunakan tenaga secara fisik, 

menjadikan banyak perempuan usia 15 sampai 25 tahun memilih untuk menikah 

dibandingkan berkerja ataupaun melanjutkan pendidikan. 
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Tabel 3. Komposisi Penduduk Kabupaten Banjarnegara Bedasarkan Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

531.338 515.888 1.147.226 

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Banjarnegara 

 

d. Penduduk Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Agama 

Mayoritas penduduk di Kabupaten Banjarnega adalah beragama Islam, ini menjadikan 

kultur masyarakatnya kental akan nuansa Islam, mulai dari kegiatan sosial, tempat 

pendidikan, maupaun organisasi masyarakat, banyak kegiatan keagamaan yang dilakukan 

warga Kabupaten Banjarnegra dan sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, seperti acara tahlilan 

rutin setiap minggu ataupaun acara pengajian akbar yang diadakan beberapa bulan sekali. 

Tabel 4. Komposisi Penduduk Kabupaten Banjarnegara Bedasarkan Agama 

Agama Jumlah 

Islam 863.181 Jiwa 

Kristen 3.575 Jiwa 

Katolik 1. 028 Jiwa 

Hindu 36 Jiwa 

Budha 584 Jiwa 

Kong Hu Chu 16 Jiwa 

Lainnya 498 Jiwa 

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Banjarnegara 

 

e. Penduduk Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Pendidikan 

Penduduk Kabupaten Banjarnegara berdasarkan pendidikan terakhir di dominasi oleh 

lulusan Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 332.038 jiwa, urutan terbanyak kedua adalah 

lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan jumlah 113.018 jiwa, urutan terbanyak 

ketiga adalah lulusan Sekolah Menengah Atas dengan jumlah adalah 108.895 jiwa dan 

jumlah yang paling sedikit adalah lulusan perguruan tinggi dengan jumlah 29.869 jiwa. 

Jumlah pendididikan yang mayoritas adalah lulusan sekolah dasar menjadikan tolak ukur 

bahwa masih sangat rendah kualitas masyarakatya dilihat dari segi pendidikan terakhir, ini 
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depengaruhi oleh masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang mayoritas adalah petanai 

mengalami kesulitan dalam menyekolahkan anak mereka terutama masalah pembiayaan, 

tidak hanya itu, masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang kental akan kultur dan budaya 

agama Islam, menjadikan para orang tua lebih memilih pesantren sebagai tempat pendidikian 

anak mereka ketimbal pendidikan formal. 

Tabel 5. Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

No Pendidikan Terakhir Jumlah 

1 SD 332.038 

2 SMP 113.018 

3 SMA 108.895 

4 Perguruan Tinggi 29.869 

Jumlah Total 583.820 

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Banjarnegara 

 

f. Penduduk Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Pekerjaan 

Data pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara terbagi dalam dalam tiga jenis yaitu: 

Pertanian, Jasa dan Manufaktur, dengan jumlah di tahun 2023 di dominasi oleh jasa yaitu 

205,603 jiwa diposisi kedua pertaian 175,915 jiwa dan posisi ketiga Manufaktur 166,444 

jiwa, data dari tahun 2021 sampai 2023 mengalami perubahan, 2021 di dominasi oleh 

pertanian, 2022 di dominasi oleh manufaktur dan 2023 di dominasi oleh jasa. Kategori 

pertanian mencangkup tanaman pangan, perkebuan, perikanan, peternakan usaha jasa 

pertanian serta kehutanan, manufaktur mencangkup sektor industri modern, sedangkan jasa 

mencangkup jasa pendidikan, tranportasi, editor dll. 

 Mayoritas wilayah Kabupaten Banjarnegara yang merupakan pegunungan dengan 

tanah yang subur, menjadikan wilayahnya sangat cocok untuk bertani maupun bertenak sapi 

ataupun kambing, alasan ini yang menjadikan pertanian dan peternakan adalah mayoritas  

pekerjaan yang dipilih oleh masyarakat kabupaten Banjarnegara. 
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Tabel 6. Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 

No 
Jenis 

Pekerjaan 
2021 2022 2023 

1 Pertanian 202.407 118,456 175.915 

2 Manufaktur 185.560 139.261 166.444 

3 jasa 182.504 129.295 205.603 

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Banjarnegara 

 

B. Struktur Sosial dan Ekonomi Kabupaten Banjarnegara 

1. Struktur Sosial Kabupaten Banjarnegara 

Masyarakat Kabupaten Banjarnegara terbagi atas dua jenis masyarakat, yaitu 

masyarakat daerah kota dan masyarakat pedesaan, masyarakat daerah kota cenderung lebih 

maju dari segi pendidikan maupaun modernisasi, sedangkan masyarakat wilayah desa 

cenderung tertinggal, masyarakat wilayah desa masih minim akan kesadaran pentingnya 

pendidikan, kesadaran akan pentingnya pendidikan juga dipengarui keadaan ekonomi 

wilayah pedesaan yang rendah, berbeda dengan masyarakat wilayah kota yang lebih tinggi 

secara ekonomi dibandngkan masyarakat di wilayah desa. 

Masyarakat wilayah kota mayoritas pekerjaan adalah pegawai negeri, ASN maupaun 

pedagang, sedangkan wilayah desa mayoritas adalah petani. Perilaku sosila masyarakat 

Kabupaten Banjarnegara juga dipengaruhi oleh ajaran agama terutama islam, banyak 

pesantren di Kabupaten Banjarnegara yang berfungsi sebagai tempat pendidikan agama 

islam, biaya pesantren yang lebih murah dibandingkan biaya pendidikan formal menjadikan 

para orang tua di Kabupaten Banjarnegara lebih memilih pendidikan pesantren untuk 

anaknya dibandingkan pendidikan formal yang lain. 

 Kabupaten Banjarnegara yang mayoritas wilayahnya adalah daerah pedesaan, 

menjadikan hubungan sosial kekeluargaan dan gotongroyong masih sangat kental di 

Kabupaten Banjarnegara, tidak hanya itu, faktor agama terutama islam yang masih majadi 

bagian dari acuan kegiatan social masyarakat, menjadikan masyarakat di Kabupaten 

Banjarnegara mempunyai peluang banyak untuk membangun komunikasi dan kedekatan 

sesame warga masyarakat Kabupaten Banjarnegara. 
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2. Struktur Ekonomi Kabupaten Banjarnegara 

a. Sistem Ekonomi 

Ekonomi masyarakat Kabupaten Banjarnegara mayoritas bertumpu pada hasil 

pertanian, peternakan dan perikanan. Hasil produk pertanian yang menjadi unggulan 

diantaranya adalah kopi, padi dan salak, tiga hasil pertanian tersebut merupakan yang terbesar 

di kabupaten Banjarnegara. Produk perikanan adalah ikan lele, ikan gurame dan Ikan 

mujahir, tiga jenis ikan tersebut menjadi pilihan warga Kabupaten Banjarnegara untuk 

dibudidayakan karena lebih mudah dibandingkan jenis ikan laiinya, hasil budidaya ikan 

tersebut kemudian dijual untung menopang perekonomian mereka.salah satu kecamatan yang 

terkenal karna sektor perikanan adalah Kecamatan Purwonegoro. 

Disamping pertanian dan perikanan, masyarakat Kabupaten Banjarnegara juga 

mencukupi biaya kebutuhan hidupnya dengan berternak domba, kambing dan sapi, system 

usaha mereka adalah denga membeli anakan ternak di pasar hewan, nantinya anakan tersebut 

akan dipelihara hingga satu tahun atau sampai mendapatkan keuntungan ketika dijual 

kembali. 

Pasar di Kabupaten Banjarnegara adalah pusat dari jalannya perekonomian pertanian 

maupaun sektor yang lain, di pasar inilah para petani maupaun perternak menjual hasil bumi 

maupaun maupun hasil ternak kepada pengepul, sebelum nantinya hasil alam tersebut dikirim 

dan dijual keluar kota. 

Tabel 7. Jumlah Pasar di Kabupaten Banjarnegara 

Jenis Pasar Jumlah Pasar di Kabupaten Banjarnegara 

Pasar Umum 21 

Pasar Hewan 3 

Pasar Buah 1 

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Banjarnegara 

 Kebayakan pasar dikabupaten Banjarnegara adalah pasara umum, pasar umum yang 

terbesar adalah Pasar Kota Banjarnegara yang terletak di Kecamatan Banjarnegara, pasar ini 

menjadi induk bagi pasar-pasar yang lebih kecil dalam mencukupi kebutuhannya. Pasar 

hewan juga menjadi bagian induk perekonomian Kabupaten Banjarnegara, yang terbesar 

adalah Pasar Hewan Pertambakan yang terletak di Kecamatan Madukara, di pasar hewan para 

peternak membeli anakan serta menjual hasil ternak mereka kepada para juragan. Pasar buah 
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Kabupaten Banjarnegara yang terbesar adalah Pasar Salak Banjarnegra, komoditas utama 

pasar ini adalah buah salah, tetapi tidak hanya salah buah-buahan yang lainpun tersedia di 

pasar ini, walupaun tidak sebanyak komoditas buah salak. 

 

C. Struktur Politik Kabupaten Banjarnegara 

1. Peta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara 

Tabel 8. Perolehan kursi DRPD Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Partai 

Perolehan Kursi Berdasarkan Partai 

 
Partai 

Jumlah Kursi Yang Diperoleh 

No 2019 2024 

1 PDI-P 9 7 

2 NasDem 4 3 

3 PKB 7 9 

4 Hanura 2 3 

5 Demokrat 7 9 

6 PAN 4 2 

7 Golkar 4 6 

8 PPP 5 3 

9 Gerindra 3 2 

10 PKS 5 6 

Total 50 50 

Sumber: KPU Banjarnegara 

 Jumlah Kursi Anggota DPRD kabupaten Banjarnegara adalah lima puluh kursi 

dengan pembagian terbagi ke dalam lima DAPIL yang ada di Kabupaten Banjarnegara, dari 

periode 2019 sampai periode 2024, DPRD Kabupaten Banjarnegara hanya dikuasai sepuluh 

partai politik yaitu Partai Nasdem, PDI-P, PKB, Hanura, Demokrat, PAN, Golkar, PPP, 

Gerindra dan Partai PKS. 

2. Kepemimpinan Bupati Kabupaten Banjarnegara Pasca Reformasi 

Pada awal era reformasi Kabupaten Banjarnegara dipimpin oleh Djasri sebagai Bupati 

didampingi Hadi Supeno sebagai Wakil Bupati, kepemimpinan pemerintahan ini berlangsung 

dua periode yaitu dari tahun 2001 hingga 2006 dan 2006 hingga 2011, pada periode kedua 



 
 

37 
 

wakil bupati dijabat oleh Soehardjo dibawah pemerintahan Djasri, Kabupaten Banjarnegara 

mengalami perubahan signifikan, seperti penerapan prinsip transparansi pada sektor system 

pemerintahan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan 

pembuatan kebijakan di Kabupaten Banjarnegara. 

Pada pilkada tahun 2011, Sutedjo Slamet Utomo terpilih sebagai Bupati Kabupaten 

Banjarnegara didampingi Wakil Bupati Hadi Supeno, kepemimpinan ini berlangsung dari 

tahun 2011 hingga 2016, program dan kebijakan prioritas pada pemerintahan ini adalah 

peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Banjarnegara lewat program-program 

pemberdayaan ekonomi lokal. Setelah kepemimpinan Sutedjo Slamet Utomo berakhir, Bupati 

Banjarnegara dijabat oleh Prijo Anggoro untuk memastikan kelancaran pada proses transisi 

pemerintahan, yang menjabat dari 7 November 2016 hingga 22 Mei 2017. 

Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara selanjutnya di pimpimpin oleh Bupati Budi 

Sarwono didampingi Wakil Bupati Syamsudin yang menjabat dari tahun 2017 hingga 2021, 

kepemimpinan Budi Sarwono dikenal dengan terobosan dalam pengelolaan infrastruktur dan 

pengembangan system pemerintahan berbasis digital, di fase pemerintahan ini terjadi 

pembangunan besar-besaran terutama pada pembangunan dan perbaikan jalan raya, sebagian 

besar anggaran Kabupaten Banjarnegara dialokasikan untuk program tersebut. Karena 

terkendala kasus korupsi, Budi Sarwono harus mengakhiri kepemimpinannya pada tanggal 3 

September 2021 dan dilanjutkan oleh Wakil Bupati Syamsudin hingga 22 Mai 2021. 

Periode Selanjutnya Bupati Kabupaten Banjarnegara dijabat oleh Tri Harso 

Widirahmanto sebagai PJ bupati sejak 22 Mei 2022 hingga 20 Februari 2021 ,. fokus PJ 

bupati Tri Harso Widirahmanto adalah melanjutkan program pembangunan yang telah 

dirintis oleh bupati sebelumnya, dengan prioritas pemerataan peningkatan kualitas pelayanan 

publik dan pemerataan pembangunan infrakstruktur di Kabupaten Banjarnegara. sedangkan 

Bupati Kabupaten Banjarnegara yang menjabat sekarang adalah Amalia Desiana dan Wakhid 

Jumali sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara yang terpilih pada Pemilu 

2024 dan dilantik pada 20 Februari 2021. 

Dari semua bupati Kabupaten Banjarnegara, hanya Sutedjo Slamet Utomo yang diusung 

satu partai yaitu PDIP, sedangkan bupati lainnya diusung oleh partai koalisi, seperti halnya 

bupati Kabupaten Banjarnegara yang terpilih pada pemilu 2024, dimana pasangan calon 

bupati terpilih yaitu Amalia Desiana dan Wakhid Jumali diusung oleh tuju partai yaitu Partai 

PKB, Partai GERINDRA, Partai NASDEM, Partai PKS, Partai PAN, Partai DEMOKRAT 
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dan Partai PSI sedangkan lawannya yaitu pasanggan calon Bugar Wijiseno dan Fahmi Umar 

Irawan diusung oleh Sembilan partai yaitu Partai PDIP, Partai GOLKAR, Partai PPP, Partai 

HANURA, Partai PERINDO, Partai PKN, Partai UMMAT, Partai GELORA dan Partai PBB. 

 

D. Peta Dapil Kabupaten Banjarnegara 

Kabupaten Banjarnegara terbagi menjadi 6 Daerah Pemilihan (dapil) dengan masing-

masing daerah pemilihan mencangkup 3 sampai 4 daerah kecamatan. Dengan jumlah kursi 

adalah 50 kursi DPRD. dapil 1 terdiri dari empat kecamatan, dapil 2 terdiri dari tiga 

kecamatan, dapil 3 terdiri dari tiga kecamatan, dapil 4 terdiri dari tiga Kecamatan, dapil 5 

terdiri dari empat kecamatan dan dapil 6 terdiri dari tiga kecamatan. 

Tabel 9. Pembagian Daerah Pemilihan Kabupaten Banjarnegara 

No Daerah Pemilihan Kecamatan 

1 Banjarnegara 1 
Banjarnegara, Sigaluh, Madukara, 

Banjarmangu 

2 Banjarnegara 2 Purwanegara, Bawang, Pagedongan 

3 Banjarnegara 3 Susukan, Purworeja Klampok, Mandiraja 

4 Banjarnegara 4 Wanadadi, Rakit, Punggelan 

5 Banjarnegara 5 
Karangkobar, Wanayasa, Kalibening, 

Pandanarum 

6 Banjarnegara 6 Pagentan, Pejawaran, Batur 

Sumber: Sidapil KPU 

 

Kabupaten Banjarnegara terdapat 50 kursi anggota DPRD dengan pembagian dapil 1 

dengan 10 kursi, dapil 2 dengan 9 kursi, dapil 3 dengan 9 kursi, dapil 4 dengan 9 kursi, 

dapil 5 dengan 7 kursi dan dapil 6 dengan 6 kursi. Jumlah kusrsi terbanyak adalah 

sepuluh kursi di wilayah dapil 1, dengan wilayah mencangkup Kecamatan Banjarnegara, 

Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Madukara dan Kecamatan Banjarmangu, serta wilayah 

dengan jumlah kursi paling sedikit adalah dapil 6 denga enam kursi, wilayah dapil 6 

mencangkup Kecamatan Pagentan, Kecamatan Pejawaran dan Kecamatan Batur. 
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Gambar 3. Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Banjarnegara 

 

Sumber: Sidapil KPU 

Dari total dua puluh kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, pada pemilu 2024 total 

pemilih adalah 796.814 pemilih, dengan pembagian setiap kecamatan adalah Kecamatan 

Susukan dengan 48.757 pemilih, Kecamatan Klampok dengan 37.595 pemilih, Kecamatan 

Mandiraja dengan 61.663 pemilih, Kecamatan Purwanegara dengan 49.922 pemilih, 

Kecamatan Bawang dengan 45.999 pemilih, Kecamatan Banjarnegara dengan 53.73 pemilih. 

Kecamatan Sigaluh dengan 34.737 pemilih, Kecamatan Madukara dengan 35.525 pemilih, 

Kecamatan Banjarmangu dengan 36.555 pemilih, Kecamatan Wanadadi dengan 43.634 

pemilih, Kecamatan Rakit dengan 42.469 pemilih, Kecamatan Punggelan dengan 37.301 

pemilih, Kecamatan Karangkobar dengan 34.426 pemilih, Kecamatan Pagentan dengan 

32.346 pemilih, Kecamatan Pejawaran dengan 26.469 pemilih, Kecamatan Batur dengan 

29.316 pemilih, Kecamatan Wanayasa dengan 36.804 pemilih, Kecamatan Kalibening 

dengan 18.689 pemilih, Kecamatan Pandanarum dengan 17.688 pemilih dan Kecamatan 

Pagedongan dengan 39.384 pemilih. Jumlah total pemilih terbagi menjadi 403.760 pemilih 

laki-laki dan 394. 054 pemilih perempuan. 
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BAB IV  

PROYEK DANA POKIR DAN PENDISTRIBUSIANNYA 

 

A. Mengenal Dana Pokir di Kabupaten Banjarnegara 

 Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, dana pokir anggota DPRD adalah alokasi 

anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang diberikan kepada anggota DPRD untuk 

selanjutnya dialokasikan kepada konstituen di masing-masing Daerah Pemilihan, guna 

melaksanakan proyek pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tahapan 

pendistribusian dana pokir adalah anggota DPRD melakukan reses atau kerja lapangan yang 

dilakukan tiga kali dalam satu tahun, dari kegiatan ini anggota DPRD mengumpulan aspirasi 

usulan masyarakat, selanjutnya masyarakat mengajukan proposan dana pokir kepada anggota 

DPRD, setelah usulan didapatkan dan ditentukan proiritasnya, anggota DPRD mengajukan 

usulan pokir ke dalam Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah), didalam 

aplikasi SIPD ada empat tahapan proses validasi, pertama dilakukan oleh Sekretariat DPRD 

selanjutnya divalidasi oleh Bappeda, setelah itu divalidasi oleh Perangkat Daerah Tujuan dan 

validasi terakhir dilakukan oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk 

menentukan disetujui atau tidaknya usulan tersebut, sebelum nantinya dana pokir 

didistribusikan kepada kelompok masyarakat secara langsung. Besaran dana pokir masing-

masing anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara adalah kisaran 1 milyar dan 1,5 milyar untuk 

ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara. 

 Dana pokir atau dulu dikenal dengan dana aspirasi, bukanlah suatu barang baru, 

seperti halnya di beberapa negara di Eropa. Amerika ataupun Filipina dan negara lain yang 

memiliki kebijakan yang sama, menurut kawanaka (2007) anggota dewan mempunyai 

pengaruh dan kewenangan untuk mengarahkan pembangunan ketempat konstituen yang 

menjadi basis dukungan suara mereka (Aspinal & Sukmajati, 2015), pada umumnya di 

beberapa negara, anggota dewan menggunakan anggaran pokir sebagai alat patronase untuk 

membangun jaringan klientelisme pada konstituen mereka, dana pokir juga digunakan untuk 

pemberlian suara secara kelompok pada saat momen pemilu menurut Kawanaka (2017) 

dalam Aspinall dan Sukmajati (2015). 

 Dana pokir di Kabupaten Banjarnegara dihadirkan sebagai bentuk implementasi dari 

dua fungsi DPRD yaitu fungsi penganggaran dan fungsi representasi, pada dasarnya hukum 

yang menjadi dasar regulasi dana pokir di Kabupaten Banjarnegara sama seperti kabupaten 

atau kota yang lainnya, yaitu berdasar pada Undang-Undang No.27 Tahun 2009 (UU MD3) 
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yang berisi peraturan tentang kewenangan, tugas serta kenggotaan MPR, DPR, DPRD dan 

DPD. Pasal UU MD3 yang secara spesifik menjelaskan pokir terdapat pada Pasal 80 huruf  j 

UU MD3 yang mengatur pemberian kewenangan anggota DPRD untuk mengusulkan dan 

memperjuangkan program pembangunan di daerah pemilihan. UU MD3 juga mengatur 

tentang hak, kewajiban, kede etik serta pelaksanaan tugas anggota legislatif, dalam Undang-

Undang MD3 membahas empat fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran, 

fungsi pengawasan dan fungsi representas. 

 Selain UU MD3 yang menjadi dasar regulasi dana pokir di Kabupaten Banjarnegara, 

dasar hokum dana pokir di Kabupaten Banjarnegara juga diperkuat oleh Peraturan Bupati 

(PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Sistem dan Prosedur 

Pengelolaan keuangan Daerah. Pada Pasal 9 ayat 1 huruf c dan ayat 1 huruf d dalam 

PERBUB Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2024 menyebutkan jumlah anggaran 

belanja untuk belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Pada pasal 14 PERBUB Kabupaten 

Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2024 menyebutkan besaran anggaran belanja hibah termasuk 

belanja kepada kelompok masyarakat. Pada pasal 17 PERBUB Kabupaten Banjarnegara 

Nomor 19 Tahun 2024 juga menyebutkan besaran anggaran belanja yang ditunjukan untuk 

belanja transfer. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 

2024 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan Daerah, secara langsung 

membahas pengelolaan anggaran belanja daerah termasuk dana bantuan sosial dan dana 

hibah. Peraturan ini juga mempengaruhi besaran dana pokir di setiap tahunnya, faktornya 

adalah karena besaran dana pokir setiap tahun ditentukan dari besaran dana keuangan daerah 

dan pembagiannya belanja anggaran daerah untuk kebutuhan yang lainnya. 

 Setiap Kabupaten di Indonesia, besaran anggaran dana pokir berbeda-beda, di 

kabupaten Banjarnegara besaran untuk setiap anggota DPRD berkisar 500 Juta sampai 1 

Milyar, sedangkan untuk pimpinan DPRD berkisar 1 sampai 1.5 Milyar, dana pokir pertama 

kali diberlakukan pada tahun 2020, saat pemerintahan Budhi Sarwono dan Syamsudin, 

Tujuan dana pokir di Kabupaten Banjarnegara sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembangunan serta harmonisasi dengan dengan kebijakan pada RKPD, pokir yang meluli 

SIPD juga mendorong transparansai dan efektifitas pendistribusian dana pokir itu sendiri. 

Dana aspirasi dengan dana pokir itu adalah dua hal sama, seperti yang disampaikan oleh Pak 

Anton Hermawan Kepala Bidang Perencanaan Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara yang 

mengatakan: 
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“Aspirasi dan dana pokir, berasal dari sumber dana yang sama yaitu APBD, yang 

mengerjakan juga sama dari dinas teknis, jika masuk jenis belanja non transfer, jika 

masuk belanja transfer seperti bantuan keuangan, maka yang melaksanakan adalah 

penerima bantuan tersebut, tetapi dana aspirasi dan pokir adalah suatu yang berbeda 

dan tidak saling berkaian dari sumber usulannya” (Wawancara, Anton, 24 Desember 

2024). 

 

 Proyek pokir, dikerjakan oleh dinas terkait jika itu dalam bentuk penyaluran program 

atau barang jadi, tetapi pokir yang disalurkan untuk bantuan sosial atau dana hibah, yang 

menetukan pengerjaanya adalah anggota DPRD itu sendiri atas dasar reses dan kesepakatan 

dengan kelompok masyarakat. Pihak ketiga yang mengerjakan proyek ditentukan dan dipilih 

oleh anggota DPRD itu sendiri, tetapi di Kabupaten Banjarnegara biasanya ada kesepakatan 

atas dasar reses, dan pihak yang mengerjakan proyek adalah pihak kelompok masyarakat 

secara langsung. Perbedaan asal-usul aspirasi dan pokir juga disampaikan Bapak Hermawan 

Tutut Indarjo selaku Kepala Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara yang mengatakan: 

 

“Aspirasi dan pokir memiliki perbedaan seperti yang ada di aplikasi SIPD, aspirasi 

itu diajukan oleh pemerintah desa lewat akun pemerintah desa, sedangkan pokir itu 

pengajuan yang dilakukan oleh anggota DPRD itu sendiri melalui mekanisme reses” 

(Wawancara, Tutut, 16 Desember 2024). 

 

 Dana aspirasi dan pokir adalah dua hal yang sama, perbedaaanya hanya pada asal-usul 

pengusulannya. Di Kabupaten Banjarnegara proses dana pokir ada dua jenis, yaitu aspirasi 

yang diusulakan oleh pemerintah desa dan dana pokir yang usulannya langsung lewat 

anggota DPRD, mekanisme tahapan pendistribusiannya sedikit berbeda, dana aspirasi melalui 

proses MUSDUS, MUSRENBANGDES, MUSRENBANGKEC dan nanti di input ke SIPD 

(Sistem Informasi Pembangunan Daerah) pada saat menjelang MUSRENBANGKAB, 

sedangkan pokir yang usulannya langsung lewat anggota DPRD, itu langsung diinput ke 

SIPD setelah proses reses, proses reses sendiri dilakukan sembilan kali dalam satu tahun 

anggaran, dengan perhitungan dalam satu tahun anggaran itu ada tiga kali masa sidang, setiap 

satu kali masa sidang ada tiga kali masa reses, hasil reses ini nantinya dimusawarahkan lagi 

di MUSRENBANGKAB, di tahapan inilah antar usulan aspirasi oleh pemerintah desa dan 
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usulan pokir oleh DPRD, sudah sama-sama dikelola oleh masing-masing pihak DPRD 

pengusul untuk proses tahapan selanjutnya. 

 Tahapan berikutnya setelah proses di SIPD yang meliputi verifikasi oleh BAPEDA, 

SEKDA dan Perangkat daerah yang terkait, serta SEKWAN, di proses ini dilakukan 

penyesuaian dengan RPJMD Kabupaten, penyesuaian dengan anggaran pokir kabupaten, 

serta penyesuaian volume dan kebutuhan di lapangan. Selanjutnya dana pokir akan di transfer 

ke kelompok masyarakat oleh OPD dinas terkait maupaun dengan bentuk program yang 

pengerjaaanya dilakukan oleh dinas yang bersangkutan. 

 

Gambar 4. Tahapan Distribusi Dana Pokir di Kabupaten Banjarnegara 
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dialokasikan ke dapil mereka, proyek jenis ini dikerjakan oleh dinas terkait dan pihak ketiga 

yang mengerakan proyek tersebut ditentukan berdasarkan lelang, jika nominal besaran dana 

proyek diatas duaratus juta rupiah, jika besaran anggaran dibawah duaratus juta maka pihak 

ketiga pengerja proyek dipilih atau penunjukan langsung oleh dinas. 

 

B. Mode Distribusi Proyek Dana Pokir 

 Pada distribusi dana pokir di Kabupaten Banjarnegara dilakukan dengan mengikuti 

regulasi yang ada, mengaikuti tahapan pendistribusian sesuai peraturan dan prosedur yang 

berlaku, tetapi pada proses alokasinya itu bisa menjadi distribusi programatik ataupun 

distribusi non-programatik. 

1. Distribusi Programatik 

 Distribusi dana pokir di Kabupaten Banjarnegara, ada sebuah temuan yang 

teridentifikasi sebagai distribusi programatik, sesuai dengan teori yang digunakan pada 

penelitian ini, yang menjelaskan bahwa distribusi programatik haruslah mencangkup dua 

kriteria yaitu: a) kriteria pendistribusian harus bersifat publik, b) berbentuk distribusi yang 

bermanfaat atau sumber daya yang sebenarnya (Stokes, dkk, 2013), dua kriteria tersebut 

menerangkan bahwa distribusi programatik didasarkan pada pendistribuisan yang sesuai 

dengan regulasi yang ada, pendistribusian juga tidak bias partisan yang berarti bahwa 

pendistribusian tidak memandang antara wilayah yang menjadi basis dukungan maupaun 

wilayah yang bukan basis dukungan dan tidak menargetkan kelompok tertentu. 

 Pada temuan penelitian ini, ada sebagian petahana yang mendistribusian dana pokir 

secara programatik, seperti yang terjadi di desa Wilayah Dapil 1, anggota petahana 

mendistribusian dana pokir di wilayah desa yang notabennya wilayah tersebut adalah basis 

dari partai lain. Incumbent tersebut mendistribusian dana pokir sesuai regulasi yang ada serta 

berdasarkan kebutuhan masyarakat dan tidak ada unsur bias partisan, teknik strategi ini 

seperti melempar kail mata pancing, petahana tersebut tidak menuntut kemenangan suara di 

wilayah tersebut, setelah petahana mendistribusikan dana pokir ke wilayah tersebut, strategi 

ini berkerja dengan cara petahana lewat tim suksesnya mengumpulkan masyarakat di wilayah 

tersebut, setelah itu petahana melakukan orasi lapangan saat kampanye ke wilayah tersebut, 

menjanjikan jika mereka menangkan suara dan terpilih kembali di pemilu yang akan datang, 

maka petahana tersebut akan memberikan jatah dana pokir kekelompok tersebut di tahun 

berikutnya atau adakalanya berjanji akan memberikan jatah dana pokir setiap tahun kepada 

kelompok tersebut di periode yang akan datang. Pada dasarnya distribusi programatik ini 
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adalah distribusi pokir yang didistribusikan tanpa melihat wilayah basis dukungan atau 

bukan, seperti halnya pada temuan ini yang dimana pokir didistribusikan di wilayah yang 

bukan basis dukungan petahana tersebut. 

 Jenis distribusi programatik ini digunakan petahana untuk membuka basis dukungan 

baru atau melebarkan wilayah pendukungnya. Hasil analisa ini berdasarkan pengembangan 

observasi lapangan dari hasil wawancara dengan Bapak Bambang, Petahana dari Partai 

Nasdem yang menyampaikan: 

“Teman saya yang berasal dari satu partai, dia itu punya uang banyak, dia 

menggunakan strategi turun kelapangan mengumpulkan orang serta berorasi 

didalam perkumpulan itu, teman saya ini menggunkaan teknik strategi itu karena dia 

tidak punya hubungan kekerabatan maupaun kedekatan dengan masyarakat di 

wilayah tersebut” (Wawancara, Bambang, 09 November 2024) 

 Pada wawancara tersebut, Pak Bambang menceritakan temannya yang berasal dari 

Partai Nasdem serta sama-sama petahana yang terpilih kembali di pemilu 2024, petahana 

tersebut menyalurkan dana pokir di wilayah yang bukan basis dukungannya, serta wilayah 

tersebut merupakan basis dukungan dari partai lain, dengan strategi penyaluran pokir dan 

pendekatan turun ke lapangan secara langsung, petahana tersebut memenangkan perolehan 

suaranya di wilayah desa itu pada pemilu 2024, bahkan petahana tersebut adalah petahana 

yang memperoleh suara terbanyak pada pemilu anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara 

2024 dengan perolehan suara mencapai 12.902 suara. 

 Pada temuan jenis programatik ini, jenis proyek yang didistribusikan sama halnya 

dengan yang non-programatik, seperti pembangunan TPQ, Aula Dusun serta pembangunan 

fasilitas kebutuhan masyarakat yang lain, system yang berkerja pada distribusi proyek 

programatik ini, murni usulan masyarakat berdasarkan kebutuhan dilapangan, masyarakat 

yang mempunyai jalur komunikasi dengan anggota petahana, akan menghubungi anggota 

petahana tersebut dan mengajukan pengajuan proposal kebutuhan dana pembangunan, setelah 

itu petahana akan memproses proposal tersebut hingga dana pokir dicairkan kepada 

kelompok masyarakat tersebut, pendistribusian dilakukan sesuai regulasi serta tidak ada 

kepentingan broker maupaun dukungan untuk memobilisasi dukungan pemilih. 

 Jenis distribusi programatik ini sesuai dengan temuan hasil wawancara, seperti 

keterangan hasil wawancara Bapak Arya, petahana dari Partai PPP yang menjelaskan: 
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“Pemberian pokir itu dilandasi untuk kepentingan masyarakat, seperti contoh di 

Desa Beji, Dusun Kalijambe, tahun 2023 saya alokasikan pengaspalan jalan dengan 

dana pokir karena infrastruktur jalan sangat sulit dilalui, kasian kan para petani 

salak harus berkerja melewati jalan rusak, setelah jalan saya bangun, itukan otomatis 

akan meningkatkan pendapatan masyarakat” (Wawancara, Arya, 17 November 

2024). 

 Peneliti berpendapat pada temuan ini, bahwa distribusi model programatik juga 

dilakukan bersamaan dengan distribusi model non-programatik. alasannya adalah temuan 

distribusi programatik ini juga dilakukan saat momen pemilu, layaknya petahana lainnya 

yang pada momen itu mendistribusikan dana pokir dengan model non-programatik. 

2. Distribusi Non-Programatik 

 Distribusi dana pokir di Kabupaten Banjarnegara tidak hanya di salurkan secara 

programatik, tetapi sebagian besar justru di distribusian secara non-programatik, identifikasi 

temuan ini berdasarkan pada teori penelitian yang menjelaskan bahwa, distribusi non-

programatik mencangkup beberapa kriteria yaitu: a) pendistribusian tidak bersifat publik, b) 

pendistribusian bias partisan, jika pendistribusian menargetkan kelompok maka itu menjadi 

ditribusi non-programatik jenis pork barrel atau juga disebut politik gentong babi (Stokes, 

dkk, 2013). Pada temuan pendistribusian non-programatik ini, pendistribusian disasarkan 

pada kelompok tertentu yang dimana kelompok tersebut adalah bagian dari basis dukungan 

petahana yang mendistribusiakan, ini mengidentifikasi bahwa pendistribusian non-

programatik yang ditemukan adalah jenis pork barrel. Tidak hanya itu, pola pork barrel yang 

terjadi pada pendistribusian dana pokir di Kabupaten Banjarnegara juga telah menimbulkan 

politik patronase dan Klientelisme. 

 Anggota DPRD petahana di Kabupaten Banjarnegara  menggunakan dana pokir untuk 

merawat konstituen basis dukungan mereka dengan cara memberikan jatah pokok-pokok 

pikir setiap tahun, atau dalam hal ini merek mendistribusikan pokir ke wilayah basis 

dukungannya, serta adakalanya anggota petahana membuat basis dukungan baru di wilayah 

dapil mereka dengan dana pokir seperti temuan pada distribusi model programatik, prioritas 

mereka tetap pada perawatan pendukung lama ketimbang menggunakan dana pokir untuk 

membuat basis pendukung baru. Pendistribusian dana pokir kewilayah basis dukungan 

didasari sikap balas budi kelompok masyarakat yang diberi jatah dana pokir merasa terbantu 

oleh anggota DPRD tersebut dan akan mendukungnya kembali di pemilihan berikutnya, 

begitu juga petahana yang mendistribusikan pokir, mereka diuntungkan atas sumbangsih 
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dukungan suara atau kemenangan perolehan suaranya di wilayah kelompok masyarakat 

tersebut, yang secara otomatis petahana tersebut akan mendistribusikan lagi dana pokirnya ke 

kelompok masyarakat atau wilayah yang memenagkan suaranya sebagai ucapan terimakasih, 

ini seperti apa sampaikan informan Bapak Arya, petahana dari Partai PPP, yang berpendapat: 

 

“Ya otomatis lah, contohnya tahun kemarin saya mengalokasikan pengaspalan jalan 

di desa A, karena masyarakat merasa diperhatikan oleh saya, dan merasakan 

manfaat dari pembangunan itu, pemilu kemarin saya menang mutlak di desa A” 

(Wawancara, Arya, 17 November 2024). 

 

 Pernyataan Pak Arya juga diperkuat oleh Pak Bambang, petahana dari Partai Nasdem 

yang berpendapat: 

 

“Ketika kita sudah terpilih, karena keterbatasan anggaran dana pokir, 

pendistribusiannya kita tetap menggunakan skala prioritas, tetapi kita 

mempertimbangkan bahwa daerah itu banyak yang memilih saya pada pemilihan 

sebelumnya, kalau daerah itu kosong tidak ada yang memilih saya pada pada pemilu 

sebelumnya, buat apa saya distribusikan daerah itu, sedangkan saya tidak 

diuntungkan” (Wawancara, Bambang, 09 November 2024), 

 

 Keterangan diatas memperkuat identifikasi temuan penelitian ini, bahwa 

pendistribusian dana pokir di Kabupaten Banjarnegara bias partisan, ini juga menjadi faktor 

pendistribusiannya tidak bersifat publik, pertimbangan pokir yang seharusnya berdasar 

kepada kebutuhan realita masyarakat serta prioritas pendistribusian berdasar kepada 

kelompok masyarakat atau wilayah mana yang paling membutuhkan, itu menjadi di 

kesampingkan, petahana mendistribusikan berdasar prioritas wilayah basis dukungannya. 

Adakalanya pendistribusian dana pokir oleh petahana kekelompok basis dukungan juga 

didasari kesepakatan antara petahana dan tokoh masyarakat tersebut, bahwa kelompok 

tersebut siap untuk memenagkan suara petahana yang mendistribusikan pokir pada pemilu 

yang akan datang. 

 

a) Pork Barrel 

 Pendistribusian dana pokir di Kabupaten Banjarnegara di identifikasi sebagai politik 

gentong babi atau pork barel alasan yang meperkuat ini adalah pendistribuisan bersifat bias 
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partisan serta sasaran pendistribusian adalah kelompok masyarakat tertentu bukan individu 

(Stokes, dkk, 2013). Sistem pemilu proporsional terbuka telah membuat persaingan semakin 

ketat untuk mengalahkan lawan politiknya serta membuat kebutuhan sumber daya untuk 

kampanye semakin besar, dalam kontestasi pemilu pada pemilhan anggota DPRD Kabupaten 

Banjarnegara, petahana cenderung lebih diuntungkan dengan adanya dana pokir, petahana 

DPRD mengalokasikan anggaran pokir kepada kelompok masyarakat di wilayah konstituen 

yang menjadi basis dukungannya, seperti hasil wawancara dengan Pak Bambang, petahana 

dari Partai Nasdem yang menyampaikan: 

 

“Anggaran pokir yang terbatas, serta adanya muatan kepentingan politik di 

dalamnya, maka kami mendistribusikan dana pokir berdasarkan skala prioritas serta 

wilayah konstrituen yang dulu membantu saya pada pemilu sebelumnya (wilayah 

yang memberi dukungan pada pemilu sebelumnya)” (Wawancara, Bambang, 09 

November 2024). 

 

 Pernyataan ini juga sependapat dengan Pak Arya petahana dari Partai PPP yang 

menyatakan: 

 

“Menurut saya tentu sesuatu yang wajar ketika saya mendistribusikan pokir ke suatu 

wilayah dan saya memperoleh dukungan suara banyak disitu, kan umumnya seperti 

itu, masyarakat saya bantu untuk pembangunan menggunakan dana pokir, setelah itu 

masyarakat berbalas budi dengan memberikan dukungan kepada saya” (Wawancara, 

Arya, 17 November 2024). 

 

 Dua keterangan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa, pendistribusian dana 

pokir oleh petahana, menargetkan kelompok masyarakat tertentu di wilayah basis dukungan 

mereka atau wilayah yang dulu telah membantunya dalam dukungan suara di pemilu 

sebelumnya, sebagaimana yang dibahas pada teori penelitian ini, pendistribusian yang 

menargetkan kelompok tertentu dan menargetkan wilayah tertentu serta bias partisan, itu 

dikategorikan sebagai model distribusi non-programatik jenis pork barrel. Pendistribusian 

juga tidak selalu dilakukan menjelang momen pemilu adakalanya dilakukan setelah pemilu 

usai, ini bergantung pada kesepakatan antara petahana dan kelompok masyarakat tersebut. 

 Pendistribusian yang dilakukan di momen menjelang pemilu, biasanya disalurkan 

kepada kelompok loyalis, yaitu kelompok yang memang sudah dijamin bahwa akan 
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memenangkan suara petahana tersebut di pemilu yang akan berlangsung ataupun pada 

momen pemilu sebelumya, kelompok masyarakat tersebut pernah memenagkan petahana 

tersebut dengan suara mayoritas atau mutlak, ini berbeda dengan pendistribusian yang 

dilakukan setelah momen pemilu, pendistribusiaan pokir setelah momen pemilu, disasarkan 

kepada kelompok masyarakat yang dulu pernah menyumbang suara pada pemilu sebelumnya, 

tetapi tidak memenangkan perolehan suara petahana tersebut saat pemilu, biasanya sebelum 

pendistribusian pokir, terjadi kesepakatan, jika di momen pemilu yang akan berlangsung 

kelompok masyarakat tersebut memenangkan suaranya maka petahana yang memberi dana 

pokir akan menjamin penyaluran dana pokir kekelompok masyarakat tersebut setelah pemilu, 

jika kelompok masyarakat tersebut hanya menyumbang sebagian suara dan tidak 

memenangkannya maka dana pokir akan disalurkan sebagian atau tidak sesuai nominal 

besaran uang pada kesepakatan pertama, adakalanya  jika petahana kalah dalam perolehan 

suara di kelompok tersebut maka dana pokir tidak akan dicairkan kepada kelompok 

masyarakat tersebut. 

 Banyaknya usulan pengajuan dana pokir dari kelompok masyarakat dan keterbatasan 

anggaran dana pokir, juga menjadi alasan anggota DPRD petahana harus menentukan 

prioritas wilayah dan kelompok masyarakat, serta kepentingan politik didalamnya yang 

menjadikan arah pendistribusian ke wilayah basis dukungan. besaran anggaran pokir setiap 

tahun berbeda, disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan Daerah (PAD), besaran anggaran 

dana pokir setiap tahunnya juga berbeda.  perbedaan ini dikarenan ada prioritas kebijakan lain 

di Kabupaten Banjarnegara. seperti contoh pada pandemic covid-19, besaran dana pokir 

untuk setiap anggota DPRD dipangkas dan alihkan untuk penanganan covid 19. 

 

Tabel 10. Usulan Pokir DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 

No Proses Usulan Jumlah 

1 Usulan Sampai per 14 Maret 2024 912 

2 Usulan Sampai per 21 Maret 2024 1.123 

3 Usulan Dilanjutkan (dalam proses di SIPD) 1.025 

4 Usulan dikembalikan 102 

Sumber: Bapertlitbang Kabupaten Banjarnegara 
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b) Klientelisme 

 Petahana dalam merawat konstituennya adalah dengan cara menjalin kedekatan 

hubungan dengan tokoh masyarakat serta pemerintah desa, wilayah Kabupaten Banjarnegara 

yang notabennya di dominasi oleh wilayah pedesaan, menjadikan proses hubungan kedekatan 

antara incumbent, broker maupaun tim sukses serta masyarakat terjalin sangat erat, faktornya 

adalah masyaraka desa masih erat budayanya dengan hubungan kekeluargaan maupun kultur 

gotong royong. seperti pernyataan Pak Bambang DPRD dari Partai Nasdem saat wawancara 

yang menyampaikan: 

 

“Sebagai bagian dari strategi politik saya menjalin hubungan kedekatan dengan 

tokoh masyarakat di desa tersebut, seperti pihak RT dan sebagainya, ketika kedekatan 

sudah terjalin disitulah masyarakat mulai meminta bagian jatah proyek pokir, dengan 

syarat kemenangan suara saya” (Wawancara, Bambang, 09, November, 2024). 

 

 Kedekatan yang dibangun dengan tokoh masyarakat adalah dengan cara membangun 

hubungan kekeluargaan, hal-hal kecil sering dilakukan oleh petahana seperti silaturahmi 

datang kerumah tokoh masyarakat secara langsung dan adakalanya ini dibarengi pemberian 

uang sebagai tanda kekeluargaan atau pemberian jasa kepada tokoh tersebut, sikap 

masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang masih menjunjung tinggi hubungan persaudaraan 

atau kekeluargaan, mendorong hubungan kedekatan yang menumbuhkan rasa tidak enakan 

atau rasa tidak etis jika tokoh masyarakat tersebut tidak membantu memenangkan petahana 

tersebut pada momen pemilu atau sampai berbalik mendukung calon lain.  

 Petahana dalam merawat basis dukungan di wilayah konstrituen juga tidak hanya 

memberikan pokir dalam bentuk pork barrel, mereka juga memberikan bantuan jasa, seperti 

halnya keterangan Pak Bambang DPRD dari Partai Nasdem saat wawancara yang 

menyampaikan: 

 

“Diwilayah dapil saya, saya membantuk anak dari tokoh masyarakat di salah satu 

desa, anak tokoh masyarakat tersebut diangkat menjadi pekerja P3K, yang 

penempatannya kerjanya jauh dari rumah, saya membantu perpindahan penempatan 

kerja anak tokoh tersebut supaya ditempatkan diwilayah yang dekat rumahnya, 

karena bantuan tersebut saya kemarin diwilayah desa itu memenagkan dukungan 

suara mutlak” (Wawancara, Bambang, 09, November, 2024). 
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 Keterangan diatas menujukan bagaimana hubungan klientelisme dibangun oleh 

petahana DPRD di Kabupaten Banjarnegara tidak hanya dengan dana pokir, tetapi juga 

dengan bantuan jasa. Petahana tidak hanya menjalin hubungan klientelisme dengan tokoh 

masyarakat, mereka juga menjalin hubungan klientelisme dengan pihak pemerintah desa, 

seperti yang disampaikan Bapak Hamdan, selaku Sekretaris Desa Beji, yang menyampaikan: 

 

“Langkah kita sebagai pemerintah desa adalah menampung sebanyak-banyaknya 

program pokir yang masuk ke desa, nanti Kepala Desa sebagai penanggung jawab 

wilayah desa, akan membagi wilayah desa untuk masing-masing dukungan kepada 

DPRD yang mendistribusikan pokir, komitmen kesepakan antara anggota DPRD dan 

Kepala Desa adalah menjamin anggota DPRD tersebut memenagkan suara saat 

pemilu di wilayah titik desa tersebut, kalau kita berhasil mewujudkan komitmen 

tersebut, maka tahun berikutnya desa akan mendapatkan jatah pokir lagi, dan 

sebaliknya kalau kita gagal mewujudkan kemenangan suara, kita tidak mendapat 

proyek pokir lagi di tahun berikutnya” (Wawancara, Hamdan, 30 Desember 2024). 

 

 Pernyataan Pak Hamdan juga diperkuat oleh keterangan Pak Wawan selaku KADES 

Desa Pekandangan yang berpendapat: 

 

“Ilmu politik (dalam hal ini dana pokir) itu ilmu balas budi menurut saya, bahwa 

daerah mendapatkan proyek pokir, pasti akan memenangkan anggota dewan tersebut 

saat pemilu, penyaluran pokir yang melalui pemerintah desa, nantinya tugas kita 

sebagai pemerintah desa menjelaskan kepada masyarakat melalui 

MUSRENBANGDES tentan penyaluran dana pokir serta siapa anggota DPRD yang 

menyalurkan, supaya nantinya tidak ada benturan ataupun konflik antar pendukung 

dan saya menjamin bahwa dana pokir yang disalurkan ke desa saya, pasti DPRD 

yang menyalurkan akan menang dalam perolehan suaranya saat pemilu di titik 

kelompok masyarakat tersebut” (Wawancara, Wawan, 30 Desember 2024). 

  

Hasil wawancara diatas menyimpulkan bahwa hubungan kepentingan antara 

pemerintah desa dengan petahana itu terjalin dalam waktu jangka panjang, hubungan ini oleh 

petahana dijalin dari tahun ke tahun bahkan dari periode sebelumnya sampai periode jabatan 

berikutnya. Peran pihak desa dalam hubungan ini adalah dengan memberikan bantuan kepada 

petahana saat momen pemilu dengan cara mengarahkan masyarakat untuk memilih petahana 
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tersebut, pihak pemerintah desa juga menjaga kelompok tersebut supaya tidak dimasuki 

kampanye oleh petahana maupaun calon lain, tujuannya agar petahana yang menyalurkan 

pokir di desa mereka memenagkan suararnya saat pemilu, kemenangan petahana akan 

berdampak kepada semakin banyak proyek pokir yang masuk kewilayah desa mereka di 

tahun berikutnya, sebaliknya jika petahana yang mendistribusikan pokir di wilayah mereka 

kalah dalam perolehan suara, maka akan ada pemangkasan jumlah proyek pokir yang di 

salurkan ke desa tersebut di tahun berikutnya. 

 

C. Strategi Petahana Pada Pendistribusian Dana Pokir Dengan Pola Pork Barrel 

 Petahana DPRD Kabupaten Banjarnegara pada strategi politik di pemilu 2024, 

membagi masyarakat menjadi tiga jenis yaitu: Masyarakat ekonomi kelas atas, masyarakat 

ekonomi kelas menegah dan masyarakat ekonomi kelas bawah. Dari tiga jenis kelompok itu, 

petahana mengkategorikan kelompok masyarakat kelas atas berada di wilayah perkotaan, 

sedangkan kelompok ekonomi menengah dan kebawah berada di wilayah pedesaan. 

 

1. Strategi Pendistribusian Dana Pokir di Wilayah Kota Dengan Masyarakat Ekonomi Kelas 

Atas 

 Pada strategi dana pokir wilayah kota di Kabupaten Banjarnegara, petahana 

mengalami kesulitan dalam menggunakannya sebagai strategi kampanye dan cenderung tidak 

efektif, ini seperti apa yang disampaikan Bapak Endar, DPRD dari Partai PDIP yang 

menyampaikan: 

“Karena kultur masyarakat kelas atas (wilayah kota) itu lebih individualis maka 

pendekatannya adalah secara personal, dan seandainya menggunakan pokir itu lebih 

susah karena kebutuhan pembangunan sudah lebih tercukupi, masyarakat ekonomi 

kelas menengah (wilayah desa) itu yang lebih pemberian pokir serta pemberian 

individu, sedangkan masyarakat kelas bawah (wilayah desa) itu lebih terpengaruh 

terhadap ketokohan, maka strateginya cukup dengan mendekati tokok 

masyarakatnya” (Wawancara, Endar, 05 November 2024). 

 Petahana memahami wilayah kota pada kontestasi pemilu sebagai wilayah dengan 

ekonomi kelas atas, ini berdasar kepada masyarakat kota yang yang mayoritas adalah 

berpendidikan yang menjadikan kehidupan mereka lebih modern secara pemikiran, ekonomi 

masyarakat wilayah kota cenderung sudah mapan serta pembangunan diwilayah kota juga 

sudah terfasilitasi dengan lengkap, sehingga strategi pokir dengan model distribusi 
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programatik maupun non-programatik sulit untuk diterapkan, kultur masyarakat wilayah kota 

yang mempunyai sikap individualis juga menjadi faktor strategi target kelompok saat momen 

pemilu tidak efektif. Analisa ini juga sesuai dengan pernyataan Pak Bambang DPRD 

petahana dari Partai Nasdem saat wawancara yang mnyampaikan: 

“kalau wilayah kota masyarakat sudah tidak terlalu peduli dengan dana pokir, 

dengan alasan kalau di wilayah kota pembangunan itu sudah tercukupi dibandingkan 

dengan wilayah desa, di wilayah kota, seperti fasilitas gedung sekolah, tempat ibadah 

dan lainnya, itu sudah lebih baik, masyarakat wilayah kota itu sudah tidak berbicara 

tentang dana pokir” (Wawancara, Bambang, 09, November, 2024). 

 Wilayah kota yang sudah tercukupi dalam segi kebutuhan untuk pembangunan, 

menjadikan dana pokir sudah tidak menarik bagi masyarakat terutama saat momen pemilu.  

 Dalam strateginya di wilayah kota, pendistribusian dana pokir hanya digunakan untuk 

pintu masuk atau hanya sekedar jembatan untuk mendekati masyarakat, selebihnya petahana 

lebih memilih pendekatan secara personal, yaitu dengan cara money politik dengan model 

pemberian individu, metode ini lebih efektif untuk mengikat pemilih dibandingkan dengan 

dana pokir. 

 

2. Strategi Pendistribusian Dana Pokir di Wilayah Desa Dengan Masyarakat Ekonomi Kelas 

Menengah dan Ekonomi Kelas Bawah 

 Strategi distribusi pokir di wilayah desa, petahana membagi wilayah masyarakat 

menjadi dua, yaitu wilayah desa dengan ekonomi menengah dan wilayah desa dengan 

ekonomi kelas bawah.  Desa dengan ekonomi kelas menegah diidentikan dengan masyarakat 

semi modern, masyarakat sudah mulai berpendidikan walupun jumlahnya masih sedikit 

dibandingkan masyarakat yang tidak bependidikan, agama menjadi patokan penting dalam 

budaya maupun kehidupan sehari-hari, ekonomi mereka berada di posisi tengah antara kelas 

atas dengan kelas bawah, mereka cukup dalam segi ekonomi tetapi masih jauh dibandingkan 

ekonomi kelas atas di wilayah kota, mayoritas pekerjaan mereka adalah petani yang 

penghasilaanya tidak menentu setiap bulannya. 

 Masyarakat kelas menengah inilah yang menjadi sasaran dana pokir dalam strategi 

pemilu, wilayah masyarakat kelas menengah yang notabennya masih wilayah pedesaan, 

menjadikannya pembangunan diwilayah tersebut masih kurang, banyak fasilitas masyarakat 

seperti masjid atau sarana dan prasarana yang lain, yang menjadi peluang untuk 
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didistribusikan dana pokir. Di masyarakat kelas menengah ini distribusi pokir dengan model 

programatik atau non-programati berkerja. Kultur masyarakat ekonomi kelas menengah yang 

masih kental dengan hubungan kekeluargaan dan sikap gotong royong juga menjadi faktor 

pendukung efektifnya penggunaan dana pokir sebagai strategi politik, ini seperti apa yang 

disampaikan oleh Bapak Bambang, petahana dari Partai Nasdem yang menyampaikan: 

“Pemberian program pokir setiap tahun, menjadikan masyarakat merasa terbantu 

dan menumbuhkan rasa balas budi serta dibarengi dengan kultur masyarakat desa 

yang masih kental akan gotong-royong dan hubungan kekeluargaan, menjadikan 

salah satu strategi efektif untuk marawat dukungan konstituen di walayah pedesaan” 

(Wawancara, Bambang, 09 November 2024). 

 Pernyataan Pak Bambang juga diperkuat oleh pernyataan Pak Arya petahana dari 

partai Nasdem saat wawancara yang menyampaikan: 

“Kabupaten Banjarnegara wilayah kota dengan Kabupaten Banjarnegara wilayah 

kota itu berbeda, terutama pada strategi politik saat momen pemilu, kalo di wilayah 

desa pendekatan secara emosional itu sangat penting (hubungan kekeluargaan) 

sedangkan kalo di wilayah kota itu instan, sekalipun kita menjalin kedekatan kalau di 

hari H menjelang pemilu tidak di eksekusi (diberi politik uang) ya dukungan kita akan 

hilang” (Wawancara, Arya, 17 November 2024). 

Diwilayah masyarakat desa ekonomi kelas menengah ini, juga tidak hanya strategi dana 

pokir, tetapi juga sering terjadi politik uang jenis lain, seperti jenis politik uang pemberian 

individu yang digunakan untuk memperkuat strategi pendistribusian pokir, ini berbeda 

dengan wilayah kota yang strategi kemenang suara bergantung sepenuhnya pada strategi 

money politik. 

 Wilayah desa dengan ekonomi kelas bawah, kultur masyarakatnya sedikit berbeda 

dengan desa enonomi kelas menengah, perbedaaanya adalah masyarakatna lebih tradisional, 

mayoritas mereka masih berpedoman pada keyakinan budaya dibandingkan agama sebagai 

patokan kehidupan, ekonomi mereka lebih rendah dari masyarakat desa kelas menengah, 

mereka sangat terpengaruh dengan penokohan, maka tidak heran jika di desa dengan 

ekonomi kelas bawah ini, masyarakatnya akan patuh dan mengikuti semua arahan tokoh 

masyarakat di desa tersebut. Kultur masyarakat desa dengan ekonomi kelas bawah ini 

dimanfaatkan incumbent sebagai strategi politik pada momen pemilu, seperti yang 

disampaikan Pak Bambang, incumbent Partai Nasdem saat wawancara yang menyampaikan: 
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“Pemilu 2024 kemarin, saya menang di wiayah desa yang disana saya tidak 

memberikan pokir, saya hanya kenal dengan tokoh sesepuh disana dan perangkat 

desa, saya sama sekali tidak kenal masyarakatnya, tetapi saya memenangkan suara 

disana hanya karena saya pernah memberikan bantuan jasa kepada tokoh 

masyarakat tersebut” (Wawancara, Bambang, 09 November 2024). 

 Diwilayah desa dengan ekonomi kelas bahwah ini, petahana cukup denga melakukan 

pendekatan kepada tokoh masyarakatnya tanpa harus memnggunakan strategi pokir maupun 

jenis politik uang yang lain, petahana sudah bisa memenagkan suaranya di wilayah desa 

tersebut. Nantinya setelah petahana memengkan suara di wilayah tersebut barulah di tahun 

berikutnya petahana tersebut memberikan dana pokir, ini digunakan untuk merawat 

dukungan di wilayah desa dengan ekonomi kelas bawah tersebut. 

Tabel 11. Pengawasan dan Pelaksanaan Pokir 2024 Kabupaten Banjarnegara 

No Wilayah Jumlah Usulan 

1 Wilayah Desa 364 

2 Wilayah perkotaan dan Kecamatan 127 

Total Usulan 491 

Total Anggaran Rp. 30.599.500.000 

Sumber: Bapertlitbang Kabupaten Banjarnegara 

 Dari data yang didapat saat penelitian di lapangan, memang menunjukan mayoritas 

dana pokir didistribusikan kewilaya desa, hanya sedikit yang didistribusikan ke wilayah kota, 

dari 127 usulan yang masuk kewilayah perkotaan dan kecamatan, itupun kecamatan yang 

didistribusikan kebanyakan masih dengan kultur budaya desa, hanya sedikit yang masuk ke 

keluarahan wilayah kota. 

 

D. Peran Broker Pada Pendistribusian Proyek Dana Pokir 

1. Broker yang Berkerja Sama Dengan Masyarakat Secara Langsung 

 Broker pada distribusi dana pokir di Kabupaten Banjarnegara, berperan penting dalam 

menjembatani pengajuan proposal dana pokir dari masyarakat ke petahana, broker berperan 

membangun komunikasi antara masyarakat dan petahana yang mendistristribusikan pokir, 

pada penelitian ini ditemukan tiga jenis broker, pertama adalah pemerintah desa yang 

berperan melakukan pengajuan proposal ke anggota dewan, sebelum proposal diajukan desa 
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melakukan musyawarah dengan masyarakat terkait titik proyek yang akan disalurkan pokir, 

setelah titik proyek ditentukan, pemerintah desa menginformasikan kepada masyarakat 

besaran dana dan DPRD siapa yang mencairkan, broker pemerintah desa bertugas 

mengerjakan semua proses pengajuan proposal, berkomunikasi dengan petahana yang 

mendistribusikan pokir, serta mengawal pengajuan pokir dari musrembang kecamatan sampai 

musrembang kabupaten, sebelum nantinya sampai ke tangan petahana yang akan 

mendsitribusikan pokir. 

 Pemerintah desa juga bertindak menjaga wilayah yang didistribusikan dana pokir agar 

tidak dimasuki dukungan dari petahana maupun calon yang lain, adakalanya pemerintah desa 

juga berperan mengarahkan suara masyarakt, salah satunya adalah dengan mengalokasikan 

bantuan desa yang dibungkus dengan kepentingan dukungan politik dari pemerintah desa itu 

sendiri, ini seperti keterangan yang disampaikan Bapak Pujo Hardiansyah, Petahan dari Partai 

PKS yang tidak terpilih kembali pada pemilu 2024, beliau menyampaikan: 

 

“Sekarang desa maupun kelurahan seringkali memberikan program bantuan seperti 

BLT dan sejenisnya, yang menyebabkan seringkali benturan dengan kepentingan 

politik pemerintah desa, sehingga strategi dengan pokok-pokok pikiran sama saja 

antara di desa maupun dikota” (Wawancara, Pujo, 20 Desember 2024). 

 

 Pemerintah desa dalam hal ini, menggunakan bantuan dana desa maupaun bantuan 

dari pemerintah pusat yang didistribusikan lewat desa, untuk mengarahkan kepentingan 

politiknya, cara kerjanya adalah pemerintah desa akan memutus penyaluran bantuan kepada 

nasyarakat yang tidak mengikuti arahan pihak pemerintah desa, tujuannya adalah untuk 

mengarahkan masyarakat agar memilih petahana yang mendistribusikan dana pokir ke desa 

mereka. 

 Jenis kedua adalah broker yang berasal dari organisasi masyarakat, seperti NU 

(Nahdatul Ulama), Muhamadiyah, SI (Syarikat Islam) dan organisasi masyarakat yang 

lainnya, cara kerja broker ini adalah mencari titik kelompok masyarakat yang akan 

didistribusikan pokir, setelah mereka menemukan titik kelompok masyarakatnya, mereka 

menginformasikan besaran dana pokir yang akan didistribusikan serta Anggota DPRD yang 

mendistribusikan, pada broker jenis ini, proprosal sepenuhnya dikerjakan oleh kelompok 

masyarakat, setelah proposal dikerjakan, broker bertugas mengantarkan proposalnya secara 

langsung kepada anggota petahana yang mendistribusikan pokir. 
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 Selanjutnya yang ketiga adalah broker yang berasal dari kader partai, cara kerja 

broker ini bertugas mencari titik kelompok masyarakat yang akan didistribusikan, setelah 

menemukan titik kelompok masyarakat, broker membangun komunikasi dengan masyarakat, 

adakalanya pada tahapa ini, broker secara terang-terangan mengkampanyekan calon yang 

akan mendistribusikan dana pokir, pada broker jenis ini, proposal dikerjakan oleh broker 

sendiri, setelah itu proposal diserahkan kepada tim sukses kecamatan, selanjutnya tim sukses 

kecamatan mengantarkan proposal dana pokir kepada anggota DPRD yang akan 

mendistribusikan pokir secara langsung. 

 Temuan tiga jenis broker pada penelitian ini, mempunyai pola yang sama, disamping 

mereka menjembatani pengajuan proposal dana pokir, mereka juga menjembatani 

komunikasi perjanjian antara kelompok masyarakat dengan petahana, bahwa kelompok 

masyarakat tersebut siap memenangkan anggota DPRD yang mendistribusikan dana pokir 

tersebut. Para broker ini dijanjikan diberi jabatan atupun diberikan jasa bantuan oleh petahana 

yang mereka dukung, temuan pada kasus penelitian ini, adakalanya broker meminta jatah 

uang kepada kelompok masyarakat yang menerima pokir, penerima bantuan dana pokir di 

Kabupaten Banjarnegara mayoritas adalah wilayah desa, yang notabennya masyarakat rendah 

akan literasi politik serta rendahnya pendidikan, menjadikanya peluang untuk dimanfaatkan 

oleh para broker, mereka terkadang meminta uang kepada kelompok masyarakat sebelum 

dana pokir itu dicairkan dengan alasan sebagai pelicin suapaya dana pokir dijamin 

distribusinya ke kelompok masyarakat tersebut, atau adakalanya broker memotong jumlah 

dana yang dicairkan ke masyarakat, sehingga jumlah nominal dana pokir yang diterima 

masyarakat berbeda dengan jumlah nominal dana pokir yang tertera pada proposal pengajuan.  

 

2. Jaringan Mesin Politik dalam Memperkuat Strategi Pendistribusian Dana Pokir  

 Pendistribusian dana pokir di Kabupaten Banjarnegara melibatkan beberapa mesin 

politik, mesin politik ini tidak terlibat pada proses pengajuan maupaun pembuatan proposal 

dana pokir, mereka berkerjasama dengan petahana atas dasar kepentingan politik masing-

masing. Pada temuan penelitian ini, Eksekutif pemerintah kabupaten juga terlibat sebagai 

mesin politik, ini seperti yang disampaikan Pak Bambang, Petahana dari Partai Nasdem, yang 

menyampaikan: 

 

“Karena anggota dewan punya kepentingan di politik pilkada, pada distribusi pokir 

kita kan tidak bisa merubah titik ketika sudah masuk SIPD, tapi kita bisa negosiasi, 
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dengan alasan kalau titik ini dikasih pokir, ini bisa memenangkan bupati A di tahun 

2025” (Wawancara, Bambang, 09 November 2024) 

 

 Negosiasi yang dilakukan petahana untuk melakukan perpindahan titik distribusi dana 

pokir, dilakukan dengan Bupati atau pihak dinas terkait yang yang mempunyai kepentingan 

politik pada pilkada. Mesin politik selanjutnya adalah partai pengusung petahana itu sendiri, 

partai pengusung seringkali mendistribusikan sumberdaya partai guna membantu biaya 

kampanye dari petahana yang akan mencalonkan lagi peda pemilu mendatang, penelitian ini 

menemukan partai mengalokasikan sumberdaya seperti sembagi dan sebagainya, jauh-jauh 

hari sebelum pemilu berlangsung, nantinya sumberdaya itu dibagikan secara langsung oleh 

petahana ketika kampanya dilapangan, adakalanya pada pendistribusian ini melibatkan 

pemerintah desa, dimana pemerintah desa berperan mengumulkan masyarakat dan 

menentukan masyarakat yang akan menerima bantuan sumberdaya tersebut. 

 Mesin politik pada pendistribusian dana pokir di Kabupaten Banjarnegara juga 

melibatkan petahana itu sendiri dengan petahana dari partai lain atau dari partai yang sama, 

mereka melakukan transfer dana pokir ke sesame anggota DPRD petahana, guna mencukupi 

pendistribusian dana pokir diwilayah dapil mereka, ini seperti yang disampaikan oleh Pak 

Bambang, petahana dari partai Nasdem yang menyampaikan: 

 

“Kita sesama anggota dewan juga ada kersama antar anggota dewan, seperti halnya 

pembagian wilayah pendistribusian, kita juga bisa mentranfer dana pokir ke anggota 

dewan yang lain atau dana pokir punya saya, saya distribusikan ke titik DPRD yang 

lain” (Wawancara, Bambang, 09 November 2024) 

 

 Pernyataan Pak Bambang juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Endar, DPRD dari 

Partai PDIP yang tidak terpilih kembali di pemilu 2024, yang menyampaikan: 

 

“Partai besar (partai mayoritas), seperti Partai PDIP, pemilu kemarin kan saya 

nyalon tidak terpilih, tapi ada teman saya yang terpilih dari partai yang sama, maka 

nanti konstituen saya, masih terawatt lewat anggota partai saya yang tepilih 

kemarin” (Wawancara, Endar, 05 November 2024) 

 

 Keterangan hasil wawancara diatas menyimpulkan bahwa mesih politik dari partai 

yang sama maupaun beda partai, saling berkerja di dalam penggunaan strategi dana pokir 
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sebagai alat kampanye, adalanya petahana yang tidak terpilih atau tidak mencalonkan 

kembali, menitipkan konstituennya kepada anggota yang terpilih dari partai yang sama. Kerja 

sama juga terjalain antara petahana yang beda partai atau terkadang beda dapil, mereka akan 

saling transfer dana pokir untuk penggunaan sebagai alat kampanye pada momen pemilu. 

 Ditribusi dana pokir Kabupaten Banjarnegara sekarang melalui SIPD (Sistem 

Informasi Pembangunan Daerah) dimana didalam sistem ini informasi bisa diakses oleh 

semua dinas terkait termasuk penentuan pihak ketiga yang mengerjakan proyek 

pembangunan yang didanai dengan dana pokir, sehingga pendistribusian lebih tranparan, 

tetapi tidak menutup kemungkinan ada celah-celah kenakalan para petahana dalam memilih 

pihak ketiga dalam pengerjaan proyek dengan unsur muatan kepentingan politik didalamnya, 

ini seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Arya, Petahana dari Partai PPP yang 

menyampaikan: 

 

“Sistem SIPD sekarang membuat pendistribusian dana pokir itu lebih terawasi dan 

akan sulit untuk melakukan kecurangan, karena sekarang lebih tranparan, tetapi 

tergantung keniatan DPRD itu sendiri, tidak menutup kemungkinan terjadi perilaku 

curang” (Wawancara, Arya, 28 Desember 2024). 

 

 Analisa hasil wawancara tersebut memberi indikasi, bahwa pada pengerjaaan proyek 

pokir yang penentuan pihak ketiganya adalah anggota DPRD, mereka akan memilih pihak 

ketiga yang mempunyai hubungan dekat dengan anggota DPRD tersebut, alasannya beragam, 

seperti pihak ketiga tersebut telah membantunya mendanai kampanye pencalonannya, 

sehingga ketika terpilih, petahana tersebut memilih pihak ketiga tersebut untuk mengerjakan 

proyek pokir sebagai balas budi atau adakalanya juga karna faktor kedekatan hubungan 

kekeluargaan. 
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BAB V 

DANA POKIR DAN INSENTIF ELEKTORAL BAGI PETAHANA 

 

A. Dana Pokir dan Keuntungan Pada Pembentukan Tim Sukses 

 Adanya dana pokir tentu membuat anggota DPRD petahana di Kabupaten 

Banjarnegara mempunyai tambahan pada strategi politiknya diluar uang pribadi mereka, 

pemilu terbuka yang membuat persaingan semain ketat menyebabkan mereka harus berkerja 

keras dalam membuat strategi politik termasuk pada pembentukan tim sukes dan tentunya ini 

membutuhkan sumberdaya, adanya dana pokir sangat berkontribusi dalam membantu anggota 

DPRD petahana dalam pembentukan tim sukses. 

 Dalam distribusi dana pokir di Kabupaten Banjarnegara, anggota petahana 

menyebarkan anggota tim suksesnya dari tingkat pengurus kecamatan untuk menemukan titik 

pendistribusian dana pokir sekaligus mencari tokoh masyarakat ataupun tokoh pemuda untuk 

diajak berkerja sama dalam pendistribusian dana pokir, setelah mereka menemukan titik 

lokasi dan tokoh masyarakat ataupun tokoh pemuda yang akan diajak berkerja sama, tim 

sukses dari tingkat kecamatan tersebut akan mulai mengajak tokoh tersebut untuk memilih 

calon yang di dukung, setelah itu mereka akan menginformasikan kepada tokoh masyarakat 

tersebut terkait adanya pendistribusian dana pokir, komunikasi antara tim sukses kecamatan 

dengan tokoh masyarkat biasanya berlangsung tidak hanya sekali, tim sukses kecamatan akan 

sering berkunjung kerumah tokoh masyarkat tersebut dan pada tahap ini tokoh masyarakat 

juga membagi informasinya kepada tokoh masyarakat lain di kelompok tersebut sampai 

nantinya ada kesepakatan terkait pendistribusian dana pokir kekelompok tersebut dan 

dukungan suara, adakalanya pada proses ini akan ada perjanjian bahwa kalau wilayah 

kelompok masyarakat tersebut siap untuk memenagkan petahana yang akan memberikan 

dana pokir, maka dana pokir akan dicairkan ketitik wilayah mereka, atau adakalanya dana 

pokir dicairkan setelah pemilu ketika suara petahana tersebut sudah terbukti menang 

diwilayah kelompok masyarakat yang akan disistribusikan dana pokir. 

 Setelah proses komunikasi dengan tim sukses tingkat kecamatan menemui 

kesepakatan, para tokoh masyarakat akan mengumpulkan warga untuk melakukan 

musyawarah, para tokoh masyarakat akan saling berkerja mengkordinir kelompok 

masyarakat agar memilih dan memenagkan petahana yang mendistribusikan dana pokir ke 

wilayah mereka, di tahap inilah secara tidak langsung anggota petahana yang 

mendistribusikan pokir telah membentuk tim suksesnya di tingkat desa ataupun dusun, pada 
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temuan penelitian ini, tokoh masyarakat yang melakukan komunikasi dengan tim sukses 

kecamatan dijadikan ketua kordinator desa, dusun, atau ketua kordinator pada kelompok 

tersebut untuk kemenangan kandidat petahana yang telah mendsitribusikan pokir, adakalanya 

tokoh masyarakat atau tokoh pemuda yang terlibat direkrut menjadi kader partai dari partai 

pengusung petahana tersebut. 

 Dalam memenuhi kewajibannya sebagai kordinator kemenangan, tokoh masyarakat 

akan berkerja sama dengan tokoh pemuda untuk mengawasi masyarakat dalam menjamin 

kemenangan petahana yamg mereka dukung, mereka berkerja melakukan pengawasan 

terhadapa masyarakat yang mendukung calon lain, mencegah adanya money politik dari 

calon lain, serta memastikan suara mayoritas mendukung petahana yang mendistribusikan 

pokir tersebut, adakalanya masyarakat yang memberikan dukungan suaranya kepada calon 

lain akan dukucilkan secara sosial oleh tokoh masyarakat dan masyarakat yang lainnya. 

 Distribusi dana pokir yang melibatkan pemerintahan desa, juga secara tidak langsung 

menjadikan pemerintah desa bagian dari tim sukses, cara kerja proses ini adalah ketika 

petahana mendistrbusikan dana pokir, maka akan ada kesepakatan antara kepala desa dengan 

petahana,  

Pemerintah desa berperan memberikan dukungan pengawalan wilayah yang akan 

didistribusikan bahwa wilayah tersebut tidak akan dimasuki petahana lain serta petahana lain 

tidak akan mendistribusikan pokir ke wilayah tersebut 

 Pemerintah desa berkerja dengan cara membagi wilayah desa kepada masing-masing 

petahana yang mendistribusikan dana pokir agara dukungan untuk masing-masing peetahana 

tidak berbenturan, ini juga didasari kesepakatan bahwa jika wilayah yang didistribusikan 

pokir memenangkan petehana yang memberi dana pokir tersebut, desa itu akan mendapatkan 

jatah pokir ditahun berikutnya atau adakalanya diberikan jatah dana pokir setiap tahun. Ini 

sejalan dengan keterangan Sekretaris Desa Beji Bapak Hamdan saat wawancara, yang 

menyampaikan: 

  

“langkah kita sebagai pemerintah desa adalah menampung sebanyak-banyaknya 

program pokok-pokok pikiran yang masuk ke desa, nanti Kepala Desa sebagai 

penanggung jawab wilayah desa, akan membagi wilayah desa untuk masing-masing 

dukungan kepada DPRD yang mendistribusikan pokok-pokok pikiran, komitmen 

kesepakan antara anggota DPRD dan Kepala Desa adalah menjamin anggota DPRD 

tersebut memenangkan suara saat pemilu di wilayah titik desa tersebut, kalau kita 

berhasil mewujudkan komitmen tersebut, maka di tahun berikutnya desa akan 
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mendapatkan jatah pokir lagi, dan sebaliknya kalau kita gagal mewujudkan 

kemenangan suara, kita tidak mendapat lagi jatah dana pokir di tahun berikutnya” 

(Wawancara, Hamdan, 30 Desember 2024). 

 

 Peneliti berkesimpulan bahwa adanya dana pokir itu memberikan kontribusi 

keuntungan pada saat pembentukan tim kampanye bagi petahana, atas adanya kepentingan 

distribusi dana pokir, ini meminimalisir biaya sekaligus memberikan efektifitas pada 

pembentukan tim sukses bagi petahana yang melibatkan tokoh kelompok masyarakat maupun 

pemerintah desa. Tim sukes yang terbentuk di pemerintah desa maupun di masyarakat, 

mereka akan menjalin hubungan dan komunikasi jangka panjang dengan petahana, merekalah 

yang berperan mewakili kelompok masyarakat dalam mengurus pendistribusian dana pokir di 

tahun-tahun berikutnya, hubungan dan komunikasi yang terus berjalan dari tahun ke tahun, 

menjadikan hubungan antara tokoh masyarakat maupun pemerintah desa dengan petahana 

terjalin sangat erat, nantinya di momen pemilu periode berikutnya, petahana akan melakukan 

kerja sama lagi dengan para tokoh masyarakat dan pemerintah desa untuk mengamankan 

kemenangan suaranya di wilayah tersebut, terutama pada penggunaan strategi dana pokir. 

 

B. Dana Pokir dan Mobilisasi Pemilih 

 Di Kabupaten Banjarnegara wilayah kota, strategi dana pokir hanya dijadikan pintu 

masuk untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat, setelah mereka berhasil melakukan 

pendekatan denga masyarakat, mereka menggunakan politik uang jenis pemberian individu 

untuk mengikat dukungan kepada masyarakat. Ini seperti yang disampaikan Bapak Endar, 

DPRD dari Partai PDIP yang tidak terpilih di pemilu 2024 saat wawancara yang 

menyampaikan: 

 

“Dana pokir itu hanya untuk sarana silaturahmi dengan masyarakat, hanya 

memberikan efek sekitar 10 persen, contoh saya ngasih bantuan hibah senilai Rp 20 

juta untuk 20 orang, nanti yang milih saya cuma 20 orang itu, mereka disuruh nyari 

tambahan orang untuk dukungan lagi ya tidak mau” (Wawancara, Endar, 05 

November 2024). 

 

 Alasan tidak efektifnya penggunaan dana pokir untuk strategi di wilayah kota, juga 

menjadikan wilayah kota bukan sasaran pendistribusian pokir untuk strategi mobilisasi 

dukungan suara. Ini berbeda dengan wilayah desa di Kabupaten Banjarnegara, dimana 
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petahana menggunakan dana pokir sebagai prioritas strategi pada mobilisasi dukungan suara, 

salah satunya adalah dengan cara melakukan perjanjian dengan kelompok masyarakat yang 

akan menerima distribusi dana pokir tersebut, petahana membuat perjanjian bahwa 

masyarakat harus siap memenagkan suara mayoritas untuk petahana yang memberikan pokir 

di wilayah kelompoknya. Perjanjian ini dilakukan antara tokoh masyarakat lewat tim sukses 

dari DPRD tersebut, begitu juga dengan dana pokir yang didistribusikan lewat pemerintah 

desa, kesepakan pemerintah desa dengan petahana menjadikan faktor adakalanya pemerintah 

desa terlibat langsung dalam mengarahkan masyarakat untuk memilih petahana tersebut saat 

pemilu. Adakalanya kelompok masyarakat memberikan dukungannya secara otomatis ketika 

momen pemilu, tanpa ada perjanjian, dikarenakan di tahun atau periode sebelumnya mereka 

sudah rutin mendapatkan jatah pokir dari petahana tersebut, ketika mereka memenangkan 

kembali suara petahana yang memberikan pokir, maka secara otomatis juga petahana tersebut 

akan memberinya jatah dana pokir lagi di tahun atau periode berikutnya.  Pada distribusi dana 

pokir model programatik petahana tidak melakukan perjanjian, tetapi mereka 

mengkampanyekan bahwa ketika mereka terpilih kembali di pemilu yang akan datang, 

petahana tersebut berjanji akan mendistribusikan dana pokir setiap tahun kepada kelompok 

masyarakat tersebut.  

 Petahana DPRD juga tidak hanya menjalin kesepakatan kemenangan, mereka 

melakukan kampanye dengan cara datang kepada kelompok masyarakat secara langsung 

terkait penyerapan aspirasi kebutuhan pembangunan diwilayah tersebut, nantinya usulan 

mereka akan direalisaikan melalui dana pokir di tahun berikutnya ketika mereka sudah 

terpilih kembali. Dana pokir cukup efektif untuk mobilisasi pemilih dan itu akan menjamin 

kemenangan ketika diperkuat dengan money politik jenis pemberian individu, karena 

adakalanya juga strategi pokir itu kalah dengan strategi serangan fajar, ini seperti temuan 

hasil wawancara dengan Pak Endar DPRD dari Partai PDIP yang tidak terpilih di pemilu 

2024, yang menyampaikan: 

 

“Pemilu kemarin saya ngasih pokir Rp 50 Juta untuk pembangunan jalan di dusun A, 

pas pemilu saya Cuma dapat 18 suara, habis dikasih uang seratusribu calon lain” 

(Wawancara, Endar, 05 November 2024). 

 

 Dari pemaparan diatas, distribusi dana pokir untuk mobilisasi pemilih ditemukan 

beberapa strategi diantaranya di wilayah kota strategi dana pokir hanya dijadikan pintu masuk 

untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat, di wilayah desa dana pokir dijadikan untuk 
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tombak strategi mobilisasi pemilih, mulai dari kampanye pemberian dana pokir di periode 

berikutnya, perjanjian kemenangan suara hingga pemutusan pendistribusian dana pokir 

kepada kekelompok masyarakat tersebut ataupun pengurangan jumlah titik distribusi dan 

pengurangan jumlah nominal uang distribusi dana pokir, jika petahana kalah dukungan atau 

tidak medapatkan dukungan suara mayoritas di wilayah yang didistribusikan dana pokir 

tersebut. 

 Menariknya pada temuan mobilisasi pemilih mengunakan dana pokir adalah di 

wilayah desa, terutama desa dengan ekonomi kelas menengah, ditemukan masyarakat yang 

bukan wilayah basis dukungan tetapi secara otomatis memberikan dukungan suaranya kepada 

petahana yang memberikan dana pokir, tanpa harus dilakukan kampanye terlebih dahulu oleh 

petahana, masyarakat dikelompok ini mempunyai pemikiran bahwa sudah menjadi bagian 

dari proses pendistribusian dana pokir ketika mereka memberikan dukungan suaranya di 

momen pemilu pada petahana yang memberikan pokir, pemahaman ini sudah tertanam 

dipikiran mereka bahwa cara yang harus dilakukan untuk mendapatkan jatah dana pokir 

DPRD adalah dengan cara menukarnya dengan dukungan suara dan ketika mereka tidak 

memberikan dukungan suaranya maka mereka tidak dapat memperoleh jatah pokir, perilaku 

ini menurut peneliti disebabkan kultur masyarakat desa yang rendah akan pendidikan dan 

minimnya pemahaman mereka tentang politik terutama pemahaman tentang dana pokir dan 

proses pendistribusiannya. 

 Pada teori yang peneliti gunakan yaitu teori Stokes tentang politik distributif (Skokes, 

dkk, 2013). Stokes menjelaskan bahwa daerah wilayah dengan ekonomi kelas atas atau dalam 

hal ini wilayah kota, itu efektif menggunakan strategi pork barrel ataupun strategi distribusi 

programatik dan wilayah dengan ekonomi kelas bawah, dalam hal ini wilayah desa itu efektif 

menggunakan strategi vote buying. Tetapi pada studi ini peneliti menemukan temuan yang 

berbeda, dimana strategi pork barrel ataupun strategi distribusi programatik itu efektif di 

wilayah masyarakat dengan ekonomi kelas bahwah atau wilayah desa dan vote buying itu 

lebih efektif digunakan pada masyarakat ekonomi kelas atas atau wilayah kota. 

 Pada beberapa temuan adakalanya strategi pork barrel atapun strategi distribusi 

programatik yang digunakan di wilayah dengan ekonomi kelas bawah, juga menggunakan 

vote buying, dengan tujuan strategi vote buying ini dugunakan untuk memperkuat strategi 

pork barrel atau strategi distribusi programatik, dengan tambahan strategi vote buying maka 

peluang kemenangan perolehan suara petanana yang mendistribusikan dana pokir diwilayah 

tersebut semakin besar, bahkan bias menjadi jamiman kemenangan suara di wilayah tersebut. 
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C. Dampak Dana Pokir Pada Keterpilihan Petahana 

1. Dampak Dana Pokir Terhadap kemenangan Petahana 

 Penggunaan dana pokir oleh incumbent DPRD Kabupaten Banjarnegara, sebagai 

bagian dari strategi kampanye juga menjadikannya tambahan anggaran biaya kampanye 

petahana dan meminimalisir anggaran kampanye dari dana pribadi. Berbeda dengan calon 

pendatang baru yang hanya mengandalkan biaya kampanye dari dana pribadi, tentu menjadi 

alasan keterbatasan anggaran dari calon pendatang baru itu sendiri. Perbedaan ini juga 

menjadi penyebab petahana di Kabupaten Banjarnegara sulit dikalahkan oleh pendatang baru. 

Petahana mempunyai dua senjata di dalam strategi kampanye, yaitu pokok-pokok pikiran 

untuk sasaran dukungan kelompok, serta dana pribadi digunakan untuk memperkuat itu 

ataupaun melebarkan sayap dukungannya dengan politk uang pemberian personal. 

Keterbatasan anggaran kampanye pada calon pendatang baru, menjadikan strateginya lebih 

kepada money politik pemberian secara personal, dibandingkan menggunakan anggaran 

kampanye untuk sasaran kelompok. Analisa ini persis seperti apa yang sampaikan Pak 

Bambang, petahana dari Partai Nasdem. 

 

“Sekarang ideologi partai itu sudah tidak seperti dulu, ideologi sekarang itu 

kepentingan perorangan, dulu orang akan memilih karena berdasarkan partai dan 

ideologinya, tapi sekarang tidak, sekarang memilih itu berdasarkan kepentingan 

didalamnya, seperti teman saya yang sama-sama dari Partai Nasdem, pada pemilu 

kemarin, itu masuk ke wilayah desa yang disana itu tidak ada basis Partai Nasdem, 

strategi teman saya yang terjun kelapangan, memberikan uang saat kampanye, 

memberikan proyek dana pokir saat menjabat periode sebelumya, akhirnya pada 

pemilu kemarin dia memenangkan kembali suaranya di wilayah desa tersebut” 

(Wawancara, Bambang, 09 November 2024). 

 

 Penelitian ini juga menemukan antara petahana DPRD Kabupaten Banjarnegara yang 

berasal dari wilayah desa dengan petahana DPRD Kabupaten Banjarnegara yang berasal dari 

wilayah kota memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, ini juga yang membuat 

strateginya pada distribusi pokir sedikit berbeda, petahana dari wilayah kota mereka tidak 

terlalu paham dengan kultur desa, mereka datang kepada masyarakat dengan perilaku kultur 

masyarakat kota yang individualis dan tidak terlalu padai untuk membaur dengal kultur 

masyarakat desa yang masih kental dengan hubungan kekeluargaan dan gotong royong, 

mereka mendistribusikan pokir dengan cara turun kelapangan serta memberikan orasi dan 
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janji kampanye, strategi dana pokir petahana yang berasal dari wilayah kota ini dikuatkan 

dengan money politik jenis pemberian individu. 

 

Tabel 12. Daftar Asal Wilayah Domisili, Petahana DPRD Kabupaten Banjarnegara yang 

Terpilih Kembali di Pemilu 2024. 

Petahana yang menang dan asal wilayah domisilinya 

No Nama Partai Wilayah Domisili 

1 H. Khusnul Latoif PKB Kota  

2 H. Bambang Suparno PKB  Desa 

3 Tugiyo PKB Kota  

4 Hj. Ernawati Lathifah PKB  Desa 

5 H. Achmad Sriyadi Gerindra  Desa 

6 Ismawan Setya Handoko PDIP Kota  

7 Anwar PDIP  Desa 

8 H. Didi Sunaryo PDIP  Desa 

9 Marno PDIP  Desa 

10 M. Sholakhudin F PDIP  Desa 

11 Muhammad Guruh Da Pamuji Golkar Kota  

12 Djarkasi Golkar  Desa 

13 Agus Junaidi Golkar  Desa 

14 Udani Puji Lestari Nasdem Kota  

15 Bambang Purnomo Adi Nasdem  Desa 

16 Nurul Iptak Nasdem  Desa 

17 H. Dedi Suromli PKS  Desa 

18 H. Achmad Salabi PKS  Desa 

19 Revi Tenel Lia Hanura Kota  

20 Endi Haryanto Hanura Kota  

21 Ryan Aditya Wahyu Pradana PAN Kota  

22 H. Isnan Rijadi Achmad PAN  Desa 

23 Mochammad Rachmanuddin Demokrat Kota  

24 Ana Susanto Demokrat  Desa 

25 Sri Rahayu Demokrat Kota  

26 Guruh Tri Adi Putra Demokrat Kota  
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27 Slamet Demokrat  Desa 

28 Arya Achmad Zakaria PPP  Desa 

29 H. Edy Purwanto PPP  Desa 

30 Hj. Lilis Ujianti PPP  Desa 

Total 
Wilayah Kota 11  

Wilayah Desa  19 

 Sumber: DPRD Kabupaten Banjarnegara 

 

 Tabel di atas menunjukan bahwa petahana yang terpilih kembali di pemilu 2024 

moyoritas adalah mereka yang berasal dari wilayah desa, petahana yang berasal dari wilayah 

desa mereka sangat paham dengan budaya kultur masyarakat desa, sehingga mereka pandai 

melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat ataupun pemerintahan desa dengan pola 

menjalin hubungan kekeluargaan yang erat sehingga hubungan mereka lebih klientelistik 

daripada petahana yang berasal dari wilayah kota, petahana yang berasal dari wilayah desa 

strategi mereka cukup dengan melakukan kunjungan kepada tokoh masyarakat tersebut 

layaknya seorang saudara, ketika mereka sudah memiliki hubungan kedekatan itu, petahana 

yang berasal dari wilayah desa cukup dengan memberikan pokir kewilayah tersebut, maka 

mereka mayoritas memperoleh kemenangan suara diwilayah tersebut tanpa harus 

memperkuat strateginya dengan mobey politik yang lain. 

 Dana pokir di wilayah Kabupaten Banjarnegara, telah memberikan manfaat kepada 

petahana untuk mengamankan dukungan suara di wilayah basis dukungan mereka, dengan 

cara memberikan dana pokir mereka secara rutin setiap tahun. ini mempermudah petahana 

untuk memperoleh kemenangan suara, tanpa harus memulai atapun membuat pendukung 

baru layaknya calon DPRD pendatang baru, kelebihan ini juga yang menjadi faktor mayoritas 

kemenagan DPRD di Kabupaten Banjarnegara di dominasi oleh petahana. 

 Pada temuan kasusnya dalam penelitian ini, ditemukan kelompok masyarakat yang 

secara otomatis memberikan dukungannya ketika diberi jatah dana pokir oleh petahana, 

seperti temuan diwilayah desa dapil 1, dana pokir yang diterima masyarakat tidak sesuai 

jumlahnya dan mereka diminta uang pelicin oleh broker agar pokir disalurkan kekelompok 

mereka, kelompok masyarakat dengan mudahnya menyetujui kesepakan itu, karena faktor 

pendidikan yang rendah dan pemahaman politik tentang distribusi dana dana pokir yang 

minim, mereka beranggapan bahwa cara seperti itu adalah cara yang harus mereka lakukan 

suapaya dana pokir didistribusikan kekelompok mereka, dan pada momen pemilu secara 
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otomatis mereka memberikan dukungan suaranya kepada petahana yang memberi dana pokir 

tersebut, sehingga petahana yang memberi pokir memperoleh kemenangan suara mutlak di 

wilayah itu. 

 Teori politik distributif yang digunakan pada penelitian ini (Stokes, dkk, 2013). 

Menjelaskan bahwa adanya dana pokir telah memberikan manfaat tambahan sumber daya 

kepada petahana dan ketika sumber daya itu digunakan sebagai alat untuk mendapatkan 

dukungan suara tentu akan menambah persentase keberhasilan kemengangan suara petahana 

diwilayah tersebut. Tetapi pada penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan petahana tidak 

hanya berfokus pada adanya dana pokir, sebagai tambahan sumber daya kepada petahana, 

tetapi keberhasilan petahana dalam penggunaan dana pokir untuk mendapatkan dukungan 

suara juga harus dibarengi dengan strategi yang tepat, terutama pemahaman petahana 

terhadap kultur budaya wilayah konstituen guna menentukan strategi yang tepat pada 

penggunaan dana pokir sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan suara. 

 Temuan pada penelitian ini menunjukan bahwa anggota DPRD petahana Kabupaten 

Banjarnegara yang terpilih kembali pada pemilu 2024 adalah mayoritas berasal dari wilayah 

desa, ini menjadikan mereka sangat memahami kultur masyarakat desa, dimana masyarakat 

desa ini adalah masyarakat dengan ekonomi kelas menengah kebawah yang notabennya 

menjadi wilayah prioritas penggunaan strategi dana pokir untuk mendapatkan dukungan 

suara, inilah yang menjadikan faktor keberhasilan para petahana yeng terpilih kembali dalam 

menggunakan dana pokir sebagai alat untuk mendapatkan dukungan suara. 

 

2. Signifikansi Dana Pokir Terhadap Insentif Elektoral Petahana 

 Dana pokir telah memberikan kontibusi besar terhadap kemenangan dan keterpilihan 

kembali petahana DPRD di Kabupaten Banjarnegara. sebanyak 60% DPRD di Kabupaten 

Banjarnegara yang terpilih kembali adalah petahana. Perolehah kursi berdasarkan mayoritas 

juga berbeda, antara pemilu 2019 dan 2024. 

Tabel 13. Perolehan kursi berdasarkan partai 

Perolehan kursi berdasarkan partai 

 
Partai 

Jumlah kursi yang diperoleh 

No 2019 2024 

1 PDI-P 9 7 

2 NasDem 4 3 

3 PKB 7 9 
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4 Hanura 2 3 

5 Demokrat 7 9 

6 PAN 4 2 

7 Golkar 4 6 

8 PPP 5 3 

9 Gerindra 3 2 

10 PKS 5 6 

Total 50 50 

Sumber: KPU Banjarnegara 

 

Tabel 14. Perbandingan perolehan suara petahana di pemilu 2019 dan pemilu 2024 

Jumlah perolehan suara petahana di pemilu 2019 dan 2024 

No Nama Partai Dapil 2019 2024 

Jumlah 

Kenaikan 

Atau 

Penurunan 

Suara 

 Kenaikan 

dan 

Penurunan 

Suara 

dalam 

persen 

1 
H. Khusnul 

Latoif 
PKB 

Dapil 

1 
5.879 2.985 

Turun 

2.894 
49,2% 

2 
H. Bambang 

Suparno 
PKB 

Dapil 

2 
4.734 6.435 Naik 1.701 35,9% 

3 Tugiyo PKB 
Dapil 

3 
4.780 5.301 Naik 521 10,8% 

4 
Hj. Ernawati 

Lathifah 
PKB 

Dapil 

6 
3.963 4.635 Naik 671 16,9% 

5 
H. Achmad 

Sriyadi 
Gerindra 

Dapil 

6 
3.187 8.182 Naik 4.995 156% 

6 
Ismawan Setya 

Handoko 
PDIP 

Dapil 

2 
2.403 7.085 Naik 4.682 194% 

7 Anwar PDIP 
Dapil 

3 
3.613 5.855 Naik 2.242 62% 

8 
H. Didi 

Sunaryo 
PDIP 

Dapil 

3 
5.050 5.197 Naik 147 2,9% 



 
 

70 
 

9 Marno PDIP 
Dapil 

5 
7.239 7.706 Naik 467 6,4% 

10 
M. 

Sholakhudin F 
PDIP 

Dapil 

6 
3.704 1.969 

Turun 

1.735 
46,8% 

11 

Muhammad 

Guruh Da 

Pamuji 

Golkar 
Dapil 

1 
3.654 3.525 Turun 129 3,5% 

12 Djarkasi Golkar 
Dapil 

2 
5.358 4.347 

Turun 

1.011 
18,8% 

13 Agus Junaidi Golkar 
Dapil 

4 
3.897 4.200 Naik 303 7,7% 

14 
Udani Puji 

Lestari 
Nasdem 

Dapil 

1 
5.336 12.902 Naik 7.566 141% 

15 
Bambang 

Purnomo Adi 
Nasdem 

Dapil 

4 
2.087 4.847 Naik 2.760 132% 

16 Nurul Iptak Nasdem 
Dapil 

5 
6.630 7.000 Naik 370 5,5% 

17 
H. Dedi 

Suromli 
PKS 

Dapil 

3 
4.310 5.133 Naik 823 19% 

18 
H. Achmad 

Salabi 
PKS 

Dapil 

6 
4.464 4.725 Naik 261 5,8% 

19 Revi Tenel Lia Hanura 
Dapil 

2 
8.517 6.503 

Turun 

2.014 
23,6% 

20 Endi Haryanto Hanura 
Dapil 

3 
5.554 6.895 Naik 1.341 24,1% 

21 

Ryan Aditya 

Wahyu 

Pradana 

PAN 
Dapil 

1 
3.646 4.397 Naik 751 20,5% 

22 
H. Isnan Rijadi 

Achmad 
PAN 

Dapil 

3 
2.877 3.888 Naik 1.011 35,% 

23 
Mochammad 

Rachmanuddin 
Demokrat 

Dapil 

1 
5.224 8.889 Naik 3.665 70,1% 

24 Ana Susanto Demokrat Dapil 2.958 5.637 Naik: 2.679 90.5% 
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2 

25 Sri Rahayu Demokrat 
Dapil 

3 
4.882 5.330 Naik: 448 9,1% 

26 
Guruh Tri Adi 

Putra 
Demokrat 

Dapil 

4 
4.928 8.213 Naik: 3.285 66,6% 

27 Slamet Demokrat 
Dapil 

5 
4.053 8.699 Naik: 4.646 114% 

28 
Arya Achmad 

Zakaria 
PPP 

Dapil 

1 
4.897 6.548 Naik: 1.651 33,7% 

29 
H. Edy 

Purwanto 
PPP 

Dapil 

2 
9.694 9.682 Turun 12 

0,12% 

30 
Hj. Lilis 

Ujianti 
PPP 

Dapil 

4 
4.665 4.275 Turun 390 

8,3% 

 Sumber: KPU Banjarnegara 

 

 Dari pemaparan table diatas, sebagian besar kandidat petahana yang terpilih 

mengalami kenaikan suara, dengan jumlah yang mengalami kenaikan suara adalah 23 

petahana atau 60% dari total petahana yang terpilih kembali, kenaikan jumlah suarannya 

variatif dari ratusan hingga ribuan, rata-rata kenaikan suara petahana adalah 55% suara atau 

2.033 suara, dari 23 petahana yang mengalami kenaikan suara, 6 petahana mengalami 

kenaikan suara lebih dari 90% dengan 5 petahana di antaranya mengalami kenaikan lebih dari 

100% suara, sedangkan petahana yang mengalami penurunan suara ada 7 petahana dengan 

rata-rata penurunan adalah 1.169 suara atau 21,4% suara. Ini menjelaskan bahwa dana pokir 

memberikan kontibusi besar terhadap kenaikan suara dan juga keterpilihan kembali petahana. 

 Kehadiran dana pokir memberikan peluang lebih kepada petahana dalam mengatur 

strategi politiknya untuk memengkan suara, dengan adanya dana pokir petahana tidak perlu 

repot membangun dukungan suara baru pada pemilu yang akan datang, petahana cukup 

merawat hubungan kedekatan serta pemberian dana pokir secara rutin kepada wilayah basis 

dukungannya. Menurut peneliti dana pokir juga tidak hanya digunakan untuk merawat basis 

dukungan, tetapi juga bisa digunakan untuk membuat dukungan baru di wilayah lain, 

petahana hanya cukup memberikan pokir dan menjamin bahwa di tahun berikutnya wilayah 

tersebut akan diberikan lagi, secara otomatis masyarakat akan memberikan dukungannya 



 
 

72 
 

kepaada petahana tersebut, walupun itu tidak menjamin kemenangan suara, jika petahana 

menargetkan kemenangan suara maka harus dikuatkan dengan money politik. 

 Alasan kemenangan petahana DPRD di Kabupaten Banjarnegara lebih mendominasi 

dibandingkan dengan pendatang baru, bisa dilihat dari strategi dan sumberdayanya, petahana 

mempunyai dua sumberdaya yaitu dana pokir dan uang pribadi, berbeda dengan calon 

pendatang baru yang hanya mengandalkan money politik, maka petahana punya dua senjata 

pada pemilu 2024 yaitu dana pokir untuk sasaran mobilisasi dukungan kelompok dan dana 

pribadi untuk memperkuat distribusi pokir, serta adakalanya untuk membuat basis dukungan 

baru atau melebarkan wilayah dukunganya, berbeda dengan pendatang baru yang hanya 

menggunakan strategi sasaran perorangan dengan money politik, sekalipun menggunakan 

dananya untuk menargetkan dukungan kelompok itu akan menguras sumberdaya lebih 

banyak dan titik pendistribusian yang terbatas, dilihat dari strategi dan sumberdaya petahana 

lebih unggul dari pada calon pendatang baru. 

 Petahana juga memiliki kelebihan dilihat dari relasi politiknya daripada calon 

pendatang baru, petahana sudah memiliki hubungan politik patronase dan klientalisme yang 

sudah sistematis dan sudah terawat yang mempermudah petahana untuk memobilisasi 

dukungan suara, berbeda dengan calon pendatang baru yang memulai dari awal membangun 

basis dukungan. 

 

3. Kekalahan Petahana Sebagai Akibat dari Kegagalan Strategi Pendistribusian Dana 

Pokir 

Petahana yang berasal dari wilayah desa juga mempunyai peluang keberhasilan lebih 

besar untuk memobilisasi suara denga strategi dana pokir dibandingkan petahana dari 

wilayah kota, petahana yang berasal dari wilayah desa lebih pandai dalam membangun 

kedekatan hubungan kekeluargaan seperti umumnya budaya desa, sedangkan petahana yang 

berasal dari wilayah kota tidak pandai dalam membangun komunikasi dan kedekatan dengan 

masyarakat desa, dana pokir bagi petahana yang berasal dari wilayah kota bukanlah jaminan 

untuk kemenangan dukungan suara, tanpa penguatan dengan vote buying strategi pokir akan 

sia-sia, sedangkan petahana yang berasal dari wilayah desa mereka sangat paham medan 

strategi pendistribusian dana pokir, sehingga presentase keberhasilan strategi mobilisasi suara 

menggunakan dana pokir lebih efektif, temuan penelitian ini juga menunjukan di wilayah 

desa dengan ekonomi kelas bawah, terkadang petahana bisa memenagkan suara mayoritas 

tanpa harus mendistribusikan pokir, cukup dengan pendekatan kepada tokoh masyarakat, 
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barulah setelah kemenangan perolehan suara itu, di tahun berikutnya petahana akan 

memberikan dana pokir untuk perawatan dukungan konstituen. 

 

Tabel 15. Daftar Asal Wilayah Domisili, Petahana DPRD Kabupaten Banjarnegara yang 

tidak Terpilih Kembali di Pemilu 2024. 

Petahana yang kalah dan asal wilayah domisilinya 

No Nama Partai Wilayah Domisili 

1 Amalia Desiana PDIP Kota  

2 Wahyu Hidayat PDIP Kota  

3 Sri Hartati PDIP Kota  

4 Dyah Catur PDIP Kota  

5 Arif Budi Waluyo PKB Kota  

6 Siti Komariah PKB Kota  

7 Istiatun Minalloh PKB Kota  

8 Siti Murdiati Demokrat  Desa 

9 Nur Muhammad Salim Demokrat Kota  

10 Galih Pamungkas PPP Kota  

11 Dian Eka Winartiningsing PPP Kota  

12 Pujo Hardiansyah PKS Kota  

13 Wasis Pujianto PKS  Desa 

14 Dedi Suromli PKS Kota  

15 Slamet Sunaryono Nasdem Kota  

16 Bambang Prawoto Sutikno PAN Kota  

17 Slamet Santoso PAN Kota  

18 Dyah Windarti Golkar Kota  

19 Marsudin Golkar Kota  

20 Bawono Golkar  Desa 

TOTAL 
Wilayah Kota 17  

Wilayah Desa  3 

Sumber: DPRD Kabupaten Banjarnegara. 
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 Data tabel diatas menunjukan bahwa petahana DPRD yang kalah pada pemilu 2024 

didominasi oleh petahana yang berasal dari wilayah kota, ini memperkuat temuan bahwa 

petahana yang berasal dari desa lebih berpeluang terpilih kembali dibandingkan petahana 

yang berasal dari wilayah kota, salah satu alasannya adalah karena mereka paham dengan 

kultur masyarakat wilayah desa dan ini yang menjadikan kesuksesan mereka dalam 

menggunakan dana pokir sebagai alat strategi politik untuk mendapatkan dukungan suara 

pada momen pemilu. Berbeda dengan petahana kota, mereka tidak paham tentang kultur 

masyarakat desa sehingga pada penggunaan dana pokir sebagai alat strategi politik untuk 

mendapatkan dukungan suara, mereka gagal dalam strateginya. 

Petahana yang kalah atau tidak terpilih kembali pada pemilu 2024, mereka gagal 

dalam menggunakan dana pokir sebagai strategi politik untuk mendapatkan dukungan suara, 

kegagalan mereka salah satunya adalah karena tidak bisa membedakan antara kultur 

masyarakat di Kabupaten Banjarnegara wilayah desa dengan wilayah kota, mereka 

menganggap dua wilayah itu memiliki kultur yang sama, ini seperti yang disampaikan Bapak 

Pujo Hardiansyah incumbent dari Partai PKS yang gagal terpilih kembali pada pemilu 2024. 

 

“Kita tidak bisa menyimpulkan, pokok-pokok pikiran itu efektif untuk strategi di 

daerah kota atau daerah pedesaan, karena banyak faktor-faktor lain yang 

mepengaruhinya, seperti hubungan komunikasi maupun hubungan emosional dengan 

masyarakat dan juga sekarang desa maupun kelurahan seringkali memberikan 

program bantuan seperti BLT dan sejenisnya, yang menyebabkan seringkali benturan 

dengan kepentingan politik pemerintah desa, sehingga strategi dengan pokok-pokok 

pikiran sama saja antara di desa maupun dikota” (Wawancara, Pujo, 20 Desember 

2024). 

 

 Perbedaan pandangan strategi pendistribusian dana pokir antara petahana yang 

terpilih kembali dan yang kalah adalah penyebab yang mejadikan strategi menggunakan dana 

pokir itu efektif atau tidaknya saat digunakan untuk strategi pada momen pemilu. Kesalahan 

petahana yang kalah dengan memandang masyarakat desa dan kota sama saja adalah salah 

satu faktor yang menyebabkan mereka kalah dan tidak terpilih kembali. Mayoritas wilayah 

Kabupaten Banjarnegara adalah pedesaan, yang otomatis jumlah pemilih paling banyak 

adalah di wilayah desa, kegagalan mereka dalam memahami kultur masyarakat di wilayah 

desa menjadikan strategi politiknya itu tidak efektif terutama strategi penggunaan dana pokir 

untuk dukungan suara pada momen pemilu. 
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 Kegagalan lain yang menyebabkan petahana kalah dan tidak terpilih kembali adalah 

mereka gagal membangun kedekatan dengan pihak pemerintah desa maupun tokoh 

masyarakat, seperti yang disampaikan Bapak Pujo Hardiansyah, salah satu petahana yang 

tidak terpilih kembali di pemilu 2024, beliau menyampaikan  

 

“Masyarakat desa sekalipun, sekarang tidak menjamin efektif tidaknya penggunaan 

money politik, termasuk strategi menggunakan dana pokok-pokok pikiran, sekarang 

desa banyak menggelontorkan bantuan ke warga, berupa uang tunai ataupun dalam 

bentuk lain seperti sembako, ini menjadi sebuah hubungan ikatan antara masyarakat 

dan pemerintah desa, sehingga ketika pemilu dan pemerintah desa mengarahkan ke 

calon lain, otomatis basis dukungan kita buyar disana” (Wawancara, Pujo, 20 

Desember 2024). 

 

 Kegagalan mereka dalam melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat ataupun 

pemerintah menyebabkan dukungan politik memihak kepada petahana yang menang karena 

mereka pandai dalam menjali hubungan kekeluargaan dengan tokoh masyarakat ataupun 

pihak pemerintah desa, adakalanya petahana yang kalah dan gagal dalam menggunakan 

strategi dana pokir juga kerana faktor serangan money politik dari petahana lain, pendapat ini 

disampaikan saat wawancara oleh Pak Endar DPRD dari partai PDIP yang kalah pada pemilu 

2024, yang menyampaikan: 

 

“Pokok-pokok pikiran itu tidak menjamin kemenangan di wilayah yang diberi proyek 

pokok-pokok pikiran, adakalanya masyakat itu lebih memilih pemberian individual 

dibanding pokok-pokok pikiran, kemarin saya menyalurkan dana pokok-pokok 

pikiran itu 50 juta rupiah, untuk pengecoran jalan lingkungan dusun, dan saya hanya 

Cuma dapat suara 18 orang, kalah dengan pesaing saya yang melakukan serangan 

fajar 100 ribu per orang” (Wawancara, Endar, 05 November 2024). 

 

 Dari pemaparan diatas peneliti menyimpulkan faktor-faktor yang menyebabkan 

petahana kalah dan tidak terpilih kembali adalah, pertama, mereka tidak memahami 

perbedaan kultur masyarakat desa dengan kota terutama pada penggunaan dana pokir sebagai 

strategi mendapatkan dukungan suara, kedua, mereka gagal dalam membangun kedekatan 

dengan pemerintah desa maupuh tokoh masyarkat, ketiga, adakalanya kegagalan mereka 
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dalam mendistribusikan dana pokir sebagai strategi politik adalah karena serangan money 

politik dari petahana yang lain ataupun dari calon pendatang baru. 
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BAB VI PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa penelitian mengenai politik alokasi proyek dana pokir oleh 

anggota DPRD di Kabupaten Banjarnegara periode 2019-2024, peneliti menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

 Pertama. Pada distribusi dana pokir DPRD di Kabupaten Banjarnegara ditemukan ada 

dua jenis model distribusi yaitu distribusi programatik dan non-programatik, pada temuan 

penelitian ini, distribusi model programatik digunakan untuk membuka basis dukungan baru 

di wilayah yang belum ada pendukung kandidat petahana yang mendistribusikan dana pokir, 

sedangkan pada model distribusi non-programatik digunakan untuk merawat kelompok 

masyarakat yang merupakan pendukung lama, yaitu pendukung yang dulu memberikan 

dukungannya kepada petahana yang memberikan pokir pada pemilu sebelumnya atau dana 

pokir didistribusikan kepada wilayah basis dukungannya, pada jenis distribusi non-

programatik ini teridentifikasi sebagai pork barrel karena sasaran distribusinya adalah 

kelompok serta bias partisan, pada distribusi non-programatik jenis pork barrel ini juga 

ditemukan politik patronase dan klientelisme, yang terjadi antara tokoh masyarakat atau 

pemerintah desa dengan petahana yang mendistribusikan pokir, petahana sendiri menargetkan 

masyarkat dengan ekonomi kelas menegah (wilayah desa) sebagai target distribusi dana pokir 

untuk mendapatkan dukungan suara. Broker pada distribusi dana pokir di Kabupaten 

Banjarnegara ada tiga jenis, yaitu pemerintah desa, organisasi masyarakat dan kader dari 

partai pengusung petahana yang mendistribusikan pokir, keberhasilan petahana dalam 

pendistribusian dana pokir juga dibantu pihak pemerintah kabupaten yang lain seperti Bupati 

atau pendukungnya yang berkerja di dinas, kerja sama dengan anggota DPRD yang lain dan 

pihak ketiga pengerja proyek, pihak-pihak tersebut berkerja atas dasar kepeentingan politik 

masing-masing dengan anggota petahana yang mendistribusikan pokir. 

 Kedua. Dana pokir DPRD di Kabupaten Banjarnegara memberikan keuntungan 

electoral yang besar kepada DPRD petahana dalam hal kenaikan suara dan keterpilihan 

kembali, terutama untuk petahana yang berasal dari wilayah desa, mereka mempunyai 

kelebihan dapat memahami kultur masyarakat desa, sehingga memudahkan mereka dalam 

membangun komunikasi dan kedekatan dengan kelompok masyarakat desa, berbeda dengan 

petahana berasal dari wilayah kota mereka kesulitan atau bahkan gagal dalam membangun 

komunikasi dan hubungan kedekatan dengan masyarakat desa, sehingga menjadikan strategi 
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dana pokir mereka tidak efektif, ini juga yang menjadi faktor petahana yang tidak terpilih 

kembali mayoritas adalah petahana yang berasal dari wilayah kota. Keuntungan lain adanya 

dana pokir bagi petahana adalah dalam pembentuka tim sukses, adanya dana pokir 

meminimalisir biaya pembentukan tim sukses, adakalanya tim sukses ini akan direkrut 

menjadi kader partai dan kembali berkerja untuk petahana yang memberikan pokir di pemilu 

selanjutnya, dana pokir di Kabupaten Banjarnegara digunakan untuk mobilisasi pemilih, 

dengan cara melakukan perjanjian untuk kemenangan dukungan suara dengan masyarakat 

ataupun adakalanya hanya digunakan sebagai pintuk masuk oleh petahana untuk membangun 

kedekatan dengan masyarakat, dana pokir telah memberikan dampak terhadap kenaikan suara 

petahana, ini dikarenakan keberhasilan petahana dalam menggunakan dana pokir sebagai 

strategi politiknya, petahana yang berasal dari wilayah desa juga lebih berpeluang untuk 

menang kembali di pemilu dibandingkan dengan petahana yang berasal dari wilayah kota. 

 Dari penjelasan diatas memberikan penjelasan bahwa dana pokir di Kabupaten 

Banjarnegara didistribusikan dalam dua model yaitu programatik dan non-programatik, 

model non-programatik teridentifikasi sebagai pork barrel dan juga menyebabkan politik 

patronase dan klientelisme, dana pokir di Kabupaten Banjarnegara juga memberikan 

kontribusi besar terhadap keterpilihan kembali petahana DPRD pada pemilu 2024 di 

Kabupaten Banjarnegara terutama bagi petahana yang berasal dari wilayah desa atau 

kelompok masyarakat ekonomi menengah kebawah, adanya dana pokir memberikan 

efektifitas pada strategi yang digunakan DPRD petahana di Kabupaten Banjarnegara pada 

kontestasi pemilu 2024. 

 

B. Lesson Learned dan Kelemahan Studi 

1. Pembelajaran yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah pentingya pemahaman 

tentang sistem politik terutama sistem pendistribusian dana pokir, penelitian ini 

menjelaskan bagaimana muatan kepentingan-kepentingan politik pada distribusi dana 

pokir memberikan celah kepada oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencari 

keuntungan pribadi. 

2. Kontribusi penelitian ini pada keilmuan terutama tentang politik distributif adalah 

menemukan bahwa patronase dan klientelisme yang terjadi di masyarakat ekonomi kelas 

menengah kebawah atau wilayah desa, dengan pendidikan dan pemahaman politik yang 

rendah lebih berbahaya dibandingkan dengan patronase dan klientelisme yang terjadi di 

masyarakat ekonomi kelas atas atau wilayah kota, yang lebih maju dalam hal pendidikan 

dan pemahaman politik, ketidaktahuan dan minimnya pemahaman masyarakat desa, 
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menjadikanya rentan dan mudah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab 

terutama pada pendistribusian dana pokir. 

3. Kelemahan studi ini adalah kurang mendalam dalam membahas kepentingan pemerintah 

tingkat kabupaten terutama dinas-dinas terkait pada pendistribusian dana pokir, 

kepentingan-kepentingan ini terjalin antara Bupati, pihak Dinas terkait dan juga DPRD, 

karena penelitian ini berfokus pada DPRD maka tidak mendalam dalam membahas 

kepentingan-kepentingan tersebut. 

 

C. Saran  

 Berdasarkan hasil studi diatas, peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang 

memiliki kepentingan dan berperan dalam distribusi dana pokir, serta saran untuk penelitian-

penelitian yang akan datang tentang distribusi dana pokir, dengan saran sebagai berikut: 

1. Perlunya peran pemerintah untuk memperketat pengawasan pendistribusian dana 

pokir, terutama di tingkat desa, tujuannya adalah agar program dana pokir lebih 

efektif manfaatnya, serta meminimalisir oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab 

menyalahgunakan dana pokok-pokok pikiran. 

2. Pemerintah harus mendorong dan melakukan sosialisasi memberikan pemahaman 

masyarakat terutama di wilayah desa, tentang pemahaman politik serta bagaimana 

dana pokir itu didistribusikan, tujuannya adalah agar medorong masyarakat desa 

menjadi pemilih yang cerdas dan paham tentang proses distribusi dana pokir 

3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan meneliti tentang dana pokir DPRD terhadap 

kepentingan di tingkat pemerintah kabupaten, untuk melihat bagaimana peran-peran 

dinas terkait dan juga Bupati serta kepentingan didalamnya pada proses distribusi 

dana pokir. 
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